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ABS¶RttK

Hampir disctiap aspek dai kehidupan manusia tidよ
terlepぉ darI

pelanJian.Pedaniian telah mettadi bagian yallg terpcnting di ddaln kchidupan

manusia.Dcmikian hinya ddalll pelaksanaan pCng“
aan baranttaSa Pcmc五 ntall

biasttya dimmgkan dalarn suatu peJaniian yang nantinya akan mcndasari ddalll

pelaksanaan suatu pcke13aan.

Pclnbahasan utama dJarn pcndisan Shipsi ini adJah Pelak/sanaan

Peゴ an」 ialll Keゴ a Atas Pcngadaan Barang/Jasa Alltara Kanwil Direktorat Jcnderal

Paiよ SllmttemUtara l dcngm CVISま
蹴 為     導 覇i螂

dalan■ lenelitiall ini yaitu u

Atas PengadЯ Яn Barang/Jasa yang dilakukan olCh KhlⅥ
il Dircktortt Jendcrd

Pttak鏃lmatera Utara l khususnya Pengadaan Alat Tulis Ktttor(ATD.

Dal肛l pclaksanaan kCgiatan pcngadaan baranttaSa,tidak tcmtup

kemllngillan tcrdaptt beberapa maSdah atauplln kecurallgall yang tc3adi di

lttangan.Pcrlmllsan maSdah yang akan dittllis dalaln Skripsi ini sallgttlall

befbitan tcrhadap kemmgkinan masdah yangよ
an tゴ adi.Adapllll pcrllmusan

masdall yallg馴聾 Penulis tmJau addah bagaimana pclaksallaan pttaniian keゴ
a

atas pCngttaan baran勁おa yang dilakukall apalKah Sudah Sesuai dcngan

pcrattlran/kctentuan yang adtt bagaimana tallggllng jawab para pihak se■
a

hambatan―hambatan yang dihadapi dan upaya pcnyclesaian yang ditcmpuh

apabila timbul pcrrrLaSalahan_

Ddam pelllulisan Skripsi ini,tuillan penclitiall yang mgln diS〔
mpaikan

ad」澁 und mengetahui proscdllr pdakSttaall peゴ 莉 ian ktta att pengadaan

baran“ asa yang baik dan benar scSud dcngan peraturan dan kcten抽
観yang ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalaln penulisan Skripsi lni

addah mdode data sckunder yatu mctode yang diperolch meldui penelitian
kcpustakaan/studi pustaka(Library Research)dan metode data p―

er yaitu

metodc yang dipcrolch melalui pcnelitian lapangan yang dilakukan mclalui
wNmcara9 observasi(pengamatan langsllng)dan mengumpulkan dokumen―
dommcn yang berkaitan dengan penyusllnan Skripsiini.

D狙壺l penCl■ ian ini Pcnulis membC五 kan Suatu kesimpulan bahwa

Pclaksanaan Pe可 額ulan Ke4a Atas Pengadaan Barang/Jasa Antara Kanwil
Dircktorat Jcnderd Pttak Smut I Dengan CV.Sekawan Jaya ddaln hal ini
pengadaan Alat Tulis Kantor lへ TKD secara umllm tclah terlaklsana dengan baik

sehingga Jdak terdapat penylmpangan.Hal ini dikarenよ
an adanya itikad baik

dari keduabelah pihak yang terikat dalaln pettattian untuk mclよ
sanakan hak dan

keWttibannya lnasing― IIlasing.Bcrdasarkan ttsil pcncl■
ian di lapangan Pcnulis

mcmbcrikan Saran agar sOSidisasi mengcnal yosCS pengadaan barallttaSa lebih

ditingkatkan,pedu lebih diunょ atkan kttaSallla antar kedua belah pihak,baik

dari pihak penyedia mauplln pengguna baranttaSa ddalln meL面
Sme dan proses

pCng電
11譜鴨鶏Ⅸ凱 血s tm泳ょam dapat dikatakan bahwa

壕  蜜専麟憮慇鵠肝騒鼈獄樹智就
SCCtta temlis,dan mdaksanakanperJttian ddaIIIJangka wab 25 hari kalend∝

.

V
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ABSTRACT

Almost every aspect of human life can not be separated from the

agreement. Agreement has become an essential part in human life Similarly, in

the procurement of goocls 1 services governrnent usualiy contained in an

agreement that rvould underlie the execution of a job'

The main <iiscussion in the vwiting of this thesis is the irnplenlentation of

the Ernployment Agreement On Procurement of Goods / Sen'ices Regional Office

of pireitoiate General of Taxation Betrveen North Sumatra I by CV. Sekawan

Jaya. Background raised in this stuCy is to see horv the implementation of the

Employrnent Ag.""n-,ent On Procurement of Goods / Sen'ices are carried out by

the Regional Office of Directorate General of Taxation North Sumatra I especially

Procurement Office Stationery (ATK)'
In the implelrentationof the procurement of goods / services, it is possible

there are some problems or fraud that occurred in the field. Formuiation of the

froblem to be rvritten in this thesis is related to the possibility that pi'oblerns rvill

f..r.. The problem lormulation author who rvants to review the irnplementation

of the agreement is to work for the procwement of goods / services do rvhat is in

conform"ity u,ith the rules / regulations exist, horv the respotisibilities of the parties

and the obstacles encountered and the remedies to be taken rvhen problcms arise'

In rwiting this thesis, the research goal is to be conveyed to know the

procedures for iirplernentir-rg the employment agreement for the procurement of

gooas / services is good 1nd right in accordance rvith existing rules and

regulations.
Data collection methods used in the r,rriting of this thesis is a method of

secondary data is obtained through the research methods literature / literature

[LiUrury Research) and the method is a method of primary data obtained through

field research coniucted through inten'iews, observation (direct obscrvation) and

collect documents relating to the preparation of this thesis.

In this study the iuthor provides a conclusion that the irnplementation of

the Employment Agreernent On Procurement of Goods / Services Bet$'een the

Regional office oiDirectorate General of Taxation Sumatra I wirh cv. Jaya

Sekarvan in this plocurement Stationery Off,rce (ATK) has generally^ 
.been

performing well soihat there are no irregularities. This is due to the good faith of

toth partiJs are bouncl under the agreement to exercise the rights and obligations

of each. Based on the results of research in the field that socialization author gives

advice on the procurement of goods / services is further enhanced, needs to be

enhanced cooperation betrveen the two sides, both the user and the provider o1'

goods / se*ies in the mechanism and process of supervision, monitoring and

evaluation.
writers of all descriptions that point out it can be said that the

implementation of the agreement the procurement of goods / services is done

through three stager, nurrr.ly through direct plocurement method, rnake and sign a

witten ug..",r.ri, an<l exeiute the agreement u'ithin a period of 25 calendar days'

Vi
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BABI

PENDAEULUAN

Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatan.l

Undang-undang sendiri juga memberikan definisi mengenai perjanjian

menurut Pasal 1313 KUt{Perdat4 bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikat dirinyaterhadap satu orang lain atau lebih-

perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan

bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuafirya". Dari perjanjian yang

dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 ( dua ) orang tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut pada dasarnya bersifat bebas,

sehingga tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian ini dapat dibuat

secara lisan maupun secara tertulis. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, maka

perjanjian ini dapat dijadikan alat bukti jika ternyata dikemudian hari terjadi

perselisihan atau wanprestasi. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-

ketentuan hak dag kewajiban antara para Pihak. Oteh karena rtu, maka diperlukan

hukum atau peraturan-peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia.

Perjanjian kerja merupakan landasan kerja bersama antara para pihak yaitu

pihak penerima barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa. Namun demikian,

tidak jarang perjanjian yang telah disepakati tersebut justru menimbulkan

perselisihan dikemudian hari. Jika demikian, maka harus dipastikan apakah sudah

benar dan amankah pelaksanaan perjanjian kerja yang telah disusun sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku? Ketidakpahaman dalam penyusunar/

pelaksanaan perjanjian kerja atas pengaddan barang/jasa ini akan menimbulkan

kontrak/ perjanjian kerja tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

1 Djumadi 2004..Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja.Jakarta: Rajawali Pers, hal'13
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atau bahkan batal demi hukum karena tidak memenuhi kaidah i* *u
peraturan-peraturan Yang ada.

Sebagai Negara hukum, maka pembangunar di tndonesia tidak terlepas

dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut- Oleh

karena itu, perlu ditetapkan peraturan-peraturan agar pengadaan BaranglJasa

Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan

sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adiUtidak diskriminatif dan layak

bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungiawabkan baik dari segi

fisik, keuangan, maupull manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan

pelayanan Publik.

Dalam kenyataannya peraturan-peraturan hukum itu sangatlah banyak,

sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. Peraturan-peraturan

yang dipakai dalam proyek-proyek pemerintah ada yang sudah ketinggalan

jaman tetapi masih digunakan. Maka disempurnakanlah Keppres No'16 Tahun

lgg4 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatana Belanja Negara serta

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah dengan Keppres

No.18 Tahun 2000, lalu kemudian disempurnakan kembali dengan Keppres No.

g0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dan terakhir perubahannya Perpres No. 95 Tahun 2007 '

Kemudian perpres No.95 Tahun 2007 diganti dengan Peraturan Presiden

No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang[asa Pemerintah yang kemudian

diubah dengan Peraturan Presiden No.35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintatr

dan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh instansi

pemerintah haruslah berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada agar

pembangunan nasional di lndonesia dapat berjalan dengan baik.

Dalam pasal I angka (zz)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pr6siden

No.70 Tahun 2Al2 Erfiang Pengadaan Barangfasa Pemerintah, menyatakan

bahwa ..perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian terhrlis
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a1tara Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dengan Penyedia Barang/Jasa atau

pelaksana Swakelola".

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, pengertian Yuridis pengadaan barang dan jasa pemerintah

sebagaimana tertera dalam Pasal 1 an$'a (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang[asa adalah

kegtatan untuk memperoleh Barang[asa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencana:rn

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa.

Prinsip-prinsip pokok pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah

pengadaan dilakukan dengan transparan, persaingan yang sehat dan terbuka, serta

penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi. Semua pihak yang terkait dalam

penyelenggar,um pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika (code of

conduct) pengadaan nasional.

Penerapan prinsip lilta kepemerintahan yang baik dalam pedoman

pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan

mengingat proses pengadaan pemerintah berpeluang mengakibatkan kerugian

pada keuangan Negara. Selain itu dampak negatif lainnya dari sistem pengadaan

yang buruk adalah kualitas barang dan jasa yang rendah. Proses ini juga

menghambat munculnhya minat usaha dan merusak sistem insentif untuk

mendorong efi siensi nasional.

Komitmen Pemerintah untuk membenahi sistem pengadaan barang dan

jasa ini dimulai tahun 2001, dan selanjutnya pada tahun 2003 Pemerintah

mengeluarkan kebijakan pengadaan yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip

good governance. Selain itu beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan

perbaikan sistem pengadaan adalah :2 Tata cara pengumrurum lelang terbuka

dilakukan melalui Surat Kabar Nasional untuk mendorong kompetensi ;

2 Bappenas,2006,M泳 21血"Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/Jasa di lndonesiが ',

dittnpaikan pada seminar pen群 価 Barang/Jasa nasional.Jakam:Bappemas,hal.4.
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a. Sertifikasi lhli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

b. Penerapan sistem E-Goverment Procurement;

c.

d.

Penyusunan dokumen standar pelelangan dan konrak;

Pembentukan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintab,

dengan tugas dan firngsi untuk pengembangan kebijakan pengadaan barang

dan jasa pemerintah termasuk mengkaji ulang semua prosedur dan standar

pengadaan nasional;

Peningkatan kapasitas pengadaan di thgkat lokal dengan standarisasi

pengadaan nasional dan menghilangkan regulasi yang tidak konsisten;

Penin gkatan Sertifikasi Ahli Pengadaan

Pembentukan sistem insentif dan sisitem karier bagi pemgas pengadaan;

Pembangunan sisitem pengawasao internal dan eksternal;

Penetapan Code of Conduct dan kode etik bagi semua pegawai negeri

C.

ｉ

　

ｇ
．

ｈ
．

・Ｌ

khususnya Pejabat Negara.

Hampir disetiap bidang usaha baik di perusahaan swasta maupun di

instansi Pemerintahan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk

memenuhi kebutuhan di Lingkungan perusahaan/instansi terserbut, baik sarana

dan/atau prasarananya demi meningkatkan pelayanan publik yang maksimal'

padz kesempatan ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan

perjanjian kerja atas pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pengadaan Alat

Tulis Kantor (ATK) urfuk kebutuhan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Sumatera Utara I. Dimana pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan tersebut

dilakukan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utam I

(pihak Penerima barang/jasa) dengan cv.Sekawan Jaya (pihak Penyedia

Barang/Jasa).

pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansi Pemerintatr adalah dalam

jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung

jawabkan dalam waktu dan tempat tertentu.

Tujuan pengadaan barangljasa Pemerintah yang disampaikan dalam Perpres

No.70 Tahun 2012, Yaitu :

4
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1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan percepatan

pelaksanaan Belar{a Negara melalui pelaksanaan pengadaan barangljasa

Pemerintah;

2. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya sebahagian

atau seluruhnya dibiayai daxi APBN/APBD, dan;

3. Agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini dapat dilakukan secara

efesien, efektif, terbuka dan bersaing, tarspararL adiUtidak diskriminatif, dan

aknntabel.

Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah agar dalam proses

pelaksanaan pengadaan barang{asa dapat dilakukan secara efesien, efektif,

terbuka bersaing dan tansparan serta adiVtidak diskriminatit sehingga terhindar

dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan para pihak dan bahkan

Negara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul yang diberikan terhadap Penyusunan Skripsi ini adalah

sPelaksanaan Perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang/Jasa Antara Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dengan CV.Sekawan

JayaD ( Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara D.

. Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya maka berikut ini akan

diberikan pengertian secara etimologi terhadap judul tersebut, yaitu :

1. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

berbunyi : o'Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau tebih mengikatkan dirinya terhadap satu oftIng lain atau lebih".

Perjanjian selain menurut Pasal 1313 KUllPerdata tersebut diatas, dapat juga

diartikan bahwa Perjanjian adalah Perbuatan hukum yang terjadi sesuai

dengan formalitas-fonnalitas dari peraturan hukum yang ad4 tegantung dari

."
persesuamn pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan

untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban

曜:皿
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2.

pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara

timbal balif
Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KuHPerdata merupakan ukuran

objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian

harus mengindahkan noflna-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan

perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh

pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu

mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa Perjanjian yang telah dibuat

secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau

dibatalkan secara sepihak saja.a

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa disebut

Arbeidsovereenkomst, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian

yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a KUllPerdata

mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa :

'?erjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh,

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan untuk

sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upahs. Selain

itu pengertian mengenai perjanjian kerja juga dikemukakan oleh seorang

Pakar Hukum perburuhan lndonesia yang menerangkan bahwa : "Perjanjian

kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikat diri untuk

bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang

mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah6

Selanjutnya perihal mengenai perjanjian k tju, dikemukakan pula oleh

Subekti yang menerangkan bahwa : "Perjanjian kerja adalah perjanjran

antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai ciri-

ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikao dan adanya suatu

hubungan di peratas (bahasa Belandq dienstverhouding) yaitu suatu

3 Aim Mohammad."Hukum Perjanjian dan Dagangi'. '
http ://www. scribd.conr/doc/7 804 5 643 /Hukum-Perj anj ian-Dan-Dagang
a trttp:Zmaiyasari.wordpress.com/20 1 O/O423/hukum-perjanj ian/
5 R iubektidan R ljitrbsudibiq Kitah Undang-Undang Hukum Perdata CeL Ke-12,

(Jakarta: Pradnya Paramita, 197 9\, hal. 327' u lmam soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarts : Djambatan, l98l), hal. 20

3.
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4.

hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan

perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang tai/Pengadaan Barang

menurut Pasal I angka I Peraturan Presiden No'70 tahun 2012 tefiatg

Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat

Daerah/tnstitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaurl kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barangflasa

Berdasarkan etimotogi tersebut diatas, dapat saya simpulkan bahwa

pengertian dari pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan Barangfasa

adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para

pihalq yang mana pihak kesatu (penyedia barang/jasa) mengikatkan diri untuk

bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua, dan pihak kedua yang

mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak kesatu dengan membayar upah

atas penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dengan

CV. Sekawan Jaya adalah dua pihak yang mengadakan perjanjian kerja atas

pengadaan Barangfiasa.

B. Alasan Pemilihan Judul

Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat {erlepas dari

perjanjian, perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalarn kehidupan

manusia. Demikian halnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah

biasanya ditgangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari dalam

pelaksanaan pekerj aan tersebut.

pada dasarnya pelaksanaan pedanjian kerja yang dibuat antara para pihak

yang berkepentingan adalah untuk memhrikan kepuasan serta untuk mennberikan

kepastian hukum tentang apa-apa yang mer{adi kewajiban dan apa-apa saja pula

yang menjadi hak kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi kewajiban yang

bertimbat balik dengan haktersebut adalah pelaksanaan pembayaran'

5.

建 :‐  ''''''',・

,ヽ
.

' Subekti, Aneka Perjaqiiau cd..l2, (Bandung : Alumni, 1977)'hel' 63'
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Dalim proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini bukanlah

sesuatu hal yang mudah, karena sumber pembiayaannya baik sebahagian maupun

keseluruhannya berasal dari APBN/APBD, sehingga harus dilaksanakan sesuai

dengan peraturan-peraturan yang ad1 agar tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang dapat merugikan kedua belah pihak dan/atau Negara.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ini harus dibuat secara

tertulis . Seperti yang sudah saya uraikan diatas, bahwa Perjanjian ini dapat dibuat

secara lisan maupun secara terhrlis. Suatu perjanjian kerja haruslah dibuat secara

tertulis, agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan

juga perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti jika ternyata

dikemudian hari terjadi perselisihan atau wanprestasi. Oleh karena itu haruslah

dipastikan apakah sudah benar dan amankah pelaksanaan perjanjian kerja yang

telah disusun sesuai denganperaturan-peraturan yang berlaku ?

Ketidakpahaman dalam penyusunan/pelaksanaan perjanjian kerja aks

pengadaan barang/jasa ini akan menimbulkan kontak/perjanjian kerja tersebut

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bahkan batal demi hukum

karena tidak memenuhi kaidah hukum atau peraturan-peraturar yang ada.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi alasan

pemilihan judul dari uraian-uraian diatas adalah tentang Pelaksanaan Perjanjian

Kerja Atas Pengadaan Barang/Jasa, agw setiap pembaca mengetahui bagaimana

pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan.

C. Perumusan Masalah

. Pada umrmrnya tidak ada satupun pekerjaan yang tidak luput dari

permasalahan. Terdapat banyak kemungkinan-kemungkinan kecurangan yang

terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini. Mengetengahkan

permasalahan datam suatu karya ikniah tentulatr merupakan suatu tantangan

tersendiri, sehingga dengan dipecahkannya suatu perrnasalahan yang menjadi

objek tulisan karya ilmiah ini akan sangat berguna bagi pihak-pihak, yaitu pihak

penyedia barang/jasa, pihak penerima barang/jasa dan pihak lainnya terutama bagi

…

8
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kepentingau perkembangan hukum

pengadaan barang/j asa.

dan peraturan-peraturan tentang

Adapun kemugkinan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

perjaqiian kerja atas pengadaao barang/jasa yang ingin dikemukakan Penulis

adalah sebagai bedh* :

l. Bagimana pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barang/jasa antan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pa,iak Sumatera Utara I dengan

CV.SekawanJaya;

2. Bagaimana tanggung jawab pihak penyedia dalam pelaksanaan pengadaan

barangjasa atas perjanjian kerja yang t€lah disepakatiru dan;

3. Apa harnbatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja

atas pengadaan barang/jasa, dan bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh

para pihak yang terkait untuk penyelesiannya, apabila muncul permasalatran.

D.Ilipotesa

Hipotesa merupakan'Jawaban/pemyataan sementara dari permasalahan

yang telah dikemukakan sebelum permasalatran-permasalalran dibahas dalam bab

per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara walaupun

masih hartrs dibuktikan dengan penelitian'E

Maka dengan demikian yang meqiadi hipotesa Penulis adalah :

l. Pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barangljasa antam Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utam I dengan CV.Sekawan

Jaya:'

2. Tanggung jawab para pihakdalam pelaksanaan pengadaan Barang/JasA dan;

3. Hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dan upaya penyelesaiannya apabila timbul per'r

perJanJlan

8 .Dr.Sugiyono.2007.Metode Penelitian Administrasi.Bandt

‖1職露爾:『 1
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E.,Tujuan Penelitian

Tanpa sebuah tujuan tentulah pekerjaan itu akan merupakan suatu

pekerjaan yang sia-saia saja.

oleh karena itu, maka tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kerja atas pegaiCaan

barang/jasa yang baik dan benar, dalam hal ini adalah pengadaan Alat Tulis

Kantor (ATK) di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I;

2. Untuk mengetahui bagaiman tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan

pengadaan barangfiasa atas perjanjian kerja yang telah disepakati;

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

perjanjian kerja atas barang/jasa dan bagaimana upaya

penyelesaian yang ditemptrh oleh para pihak yang terkait apabila timbul

permasalahan;

4. Untuk memenuhi salah satu syarat datam mencapai gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area'

F. Metode PengumPulan Data

Untuk memperoleh data dari penyusunan skripsi ini penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap tepat sesuai dengan

kemampuan yang ada untuk mengetahui keadaan atau persoalan dalam usaha

untuk membuat keputqsan dalam rangka pemecahan masalah.

Agar didapatkan data-data yang akurat, relevan dan leng!<ap maka

pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data adalatr

sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (Library Research)

Studi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder/kepustakaan, seperti

karangan ilmialx, br*u-bu10/titerafig, majalah, surat kabm, himpunan

ry*ryT+eratu11|dokumenpemerintahSertabahan.bahanlainnyayang
berhubungan dengan objek pembahasan penyusunan skripsi ini.

10

珈
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2. Studi Lapangan (Field Research)

Yaitu secara langsung kepada objek yang sedang diteliti dengan maksud

untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan topik yang dibatlas

oleh Penulis dengan cara :

a. Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang mengadakan perjanjian kerja

atas pengadaan barang/jasa yaitu antara Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Utara I dengan CV.Sekawan Jaya;

b. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Utarea I yang menjadi objek penelitian;dan

c. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan

Skripsi ini.

G. Sistematika PenuHsan

Sistematika penulisan pada stcripsi ini disusun atas lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab. $gar para pembaca lebih mudah

memahami isi penulisan di dalam penulisan Skripsi ini, maka sistematika

penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I

Bab II

: pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan

tentang Pengertian dan Penegasan Judul, .Alasan Pemilihan Judul,

Permasalahan, Hipotesa Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan

Data dan Sistematika Penulisan-

: Tinjauan umum Perjanjian yang akan diuraikan dalam sub bab ini,

yaitu Pengertian Perjanjiaq Jenis-Jenis Perjanjian, Asas-Asas

Perjanjian, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, Pihak-Pihak Yang

Terkait Dalam Perjanjian, serta Hak dan Kewajiban Para Pihak. I

Bab III : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang/Jasa Pada

Umumnya dalam sub bab ini akan di uraikan tentang Pengertian
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perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang/Jasa, Prosedur Penyusunan

Rencana umum Pengadaan Baraag[asa, Prosedut Persiapan

pstaksanaan Pengadaan BaranglJasa Prinsip umum Pengadaan

Barang/Jasq Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, dan Risiko Dalam

Pelaksanaan Pengadaan Barangfiasa.

Bab tV : Pembahasan

Pada IV ioi merupakan pembahasan yang meqiadi objek dalam

penyusunan Slripsi ini yang terdiri dari :

a pelaksanaan Perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang/Jasa

Antara Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I Dengan CV.

Sekawan JaYa;

b. Tanggung Jawab Penyedia Dalam Pelaksanaan Pengadaan

Baran$asa;

c. Hanrbatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa dan upaya Penyelesaiannya Apabila

Muncul Permasalahan.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang akan diberikan

dalam penulisan SkriPsi ini.

12
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= BAB.il

TINJAUA}I UMUM TENTAI\IG PER.IANJIAN

A- Pengertian Perjanjian

perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjaqii kepada seorang lain

atau dimana dua orang itu saling berjanji unfuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatane

Secara unum buku III KUllPerdata disebut dengan perikatan yang dalam

bahasa aslinya dalaur bahasa belanda disebut 'ci/er bintenis". Perikatan yang

disebutlcan dalam Pasal 1233 Kul{Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir

karena suatu persefujuan atau karena undang-undang'

Pengaturan perikatan yang diatur dalam bul:u III KUHPerdata, istilah

"perja4iian" sering disebut juga dengan persetujuan' yang berasal dari terjemahan

istitah Belanda yang disebut : " ov ereenkoms t " .

persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu persetujuan

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap

satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian atau kontrak, berbeda dengan perikatan. Perjanjian

merupakan salah satu sumber perikatan. Sumber perikatan yang lain adalah

undang-undang. Perberdaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan

undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubunganhukum tersebut. Akibat

hukum perikatan yang tahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena

perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan paxa pihalq sementara akibat hukum dari

perikatan yang latrir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak

yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak mengkehendaki akibat

hukumnya.lo

i栃鴛   蔚η器 鵠
:聰
1蹴孤

DcnpasarI Pustaka Larasan:Jakani Universi

Groningen9 2012

13
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Prof.Subekti,SH menyatakan bahwa suatu perikat^in adalah suatu

perhubungan hukum atrtara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Selain definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, beberapa

definisi Perjndian yang lebih lengkap dapatjuga dirumuskan, sebagai berikut :

l. "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seoftmg berjanji kepada seorang

lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal::11

2. *Peqar$ian adalah suatu persetujuan dengan ilulna dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta

kekayaan'12

3. '?erjanjian merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih atas dasar kata

sepakat yang menimbulkan akibat hukum'r3

Dalam hubungannya dengan perikataq maka perjanjian ini merupakan

salah satu sumber dari perikatanla

Kontrak menurut "Black',s Law Dictionary" adalah sebagai suatu

perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat

atautidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

Selain ittr, kontrak juga merupakan bagian dari pengertian perjanjian.

Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yaog mempunyai

konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan

berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat

dalam perj anj ian tersebutl 5

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan

bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1)

" lsubekti dalam H.R. Daeng i{aja, 2009:84).
t2 

lAMulkadir Muhammad, 2000 :224'225) -
r'(Sudikno Mertokusumo dalam FX. Suhardanq 2008:10)

'a lEndang Mintorowati, 1999:1).

's iUcarao Simaqiuntuak dalam bukunya "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis". hal.30-

32.

14
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KUHPerdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagr mereka yang membuatnya".

Dalam Pasal I angka (22) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

No.70 Tahun 2012 terfiatg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan

bahwa '?erjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis

antara pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dengan Penyedia Barang/Jasa atau

pelaksana Swakelola".

perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut pada dasarnya bersifat bebas,

sehingga tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian ini dapat dibuat

secara lisan maupun secara tertulis. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, maka

perjanjian ini dapat dijadikan alat bulcti jika ternyata dikemudian hari terjadi

perselisihan atau wanprestasi. Perjanfian menimbulkan dan berisi ketentuan-

ketentuan hak dan kewajiban antarapara Pihak. Oleh karena itu, maka diperlukan

hukum atau peraturan-peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia'

B. JenisJenis Perjanjian

Di datam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. memang tidak

disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun apabila

menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, maka perjanjian dapat dibedakan menurut golongannya, yaitu :16

1. Berdasarkan BentuknYa

perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis.

perjaqiian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya

cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan

tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sedangkan perjanjian tertulis adalah

kontak yang dibuat para pihaknya dalam benflrk tulisan'

2. Berdasarkan Keuntungan Yang Diperoleh Para Pihak

perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian

atas beban. Perjanjian curna-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak

,u Subekti dan Tjitosudibio. 2008. Kitab Undong-lJndang Hukum Perdata. Jakarta :

Pradnya Paramita.

15
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yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa

menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian atas beban

adatah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan

sesuahr, berbuat sesuafu atau tidak berbuat sesuafu'

3. Berdasarkan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian

timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan

kewajiban pada satu pihak saj4 sedangkan pada pihak yang lain hanya ada

hak-hak saja. Sedang!<an perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang

menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, hak serta kewajiban

itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya.

4. Berdasarkan Cara Terbentuknya Perjanjian

perjanjian dibedakan menjadi tiga, yaitu perjanjian konsensuil, perjanjian riil,

dan perjanjian formil. Perjanjian konsensuil adalah dimana adanya kata

,,sepakat" saja antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi

pokok perhatian telah diserahkan. Sedangkan perjanjian formil adalah bahwa

perjanjian baru sah selain adanya kesepakatan para pihak harus dituangkan

dalam bentuk akta otentik atau dalam bentuk tertulis'

5. Berdasarkan Nama dan Tempat Pengaturan Perjanjian

Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat4 perj.anjian

dibedakan menjadi dua. Yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bemama.

perjanjian bemama adalah perjanjian dimana undang-undang telah mengatur

dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam buku III bab V sampai dengan

XIII ditambah titeMl A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan perjanjian tak

bernama adalah perjanjian yang dikenal datam kehidupan praktek sehari-hari

yang mempunyai nama tertentu tetapi tidak diatur di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata @ndang Mintorowati ' 1999:41-47)'

Selain pembedaan perjanjian tersebut diatas, masih dikenal perjanjian-

perjanjian yang lain Yaitu :

16
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:
l) perjan$ian kebendaan, adalah perjanjian yang dimaksudkan unttrk mengalihkan

hak atas benda disamping uotuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan

hak kebendaan.

2) Perjanjian yang bersifat hukum keluarg4 misalnya adalah perkawinan'

perkawinan sebenarrya merupakan suatu perjanjian karena didasarkan atas

kata sepakat dan menimbulkan hak serta kewajiban (menimbulkan ikatan lahir

batin).

3) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang dibuat oteh para pihak dan baru

dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja belum memindahkan hak

kebendaan.

4) Perjanjian liberatoir, adalah perjanjian yang membebaskan orang dali

keterikatannya dari suatu kewajiban tertentu @ndang Mintorowati. 1999:49'

s2).

Dari keterangan diatas dapat Penulis simpulkan bahwa perjanjian kerja

atas pengadaan barangljasa termasuk'dalam jenis perjanjian :

a' Berdasarkan bentuknya/perjanjian formil, karena Perjanjian ini dapat dibuat

secaxa lisan maupun secara tertulis. Jika perjaqiian dibuat secara tertulis,

maka perjanjian ini dapat dijadikan atat bukti jika ternyafa dikemudian hari

tedadi perselisihan atau wanprestasi. Jadi, dalam pelaksanaan perjanjian kerja

atas pengadaan barangljasa Pemerintah [a-imnya harus dibuat secara tertulis

agar tidak terjadi kesalapahaman dan perjaqiian tersebut mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

b. Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak atau perjaqiian timbal balik"

karena perjanjian ini menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan

kewajiban antara Para Pihak

c. Perjar{ian konsensuil, karena adanya kata "sepakat" aotara para pihak

sehingga muncullah suatu perj aqi i*.

17

Togu Sitanggang - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang Jasa Antara Kantor...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 30/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



:
C. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hutilm yang menguasai

kontrak sebenarnya merupakan penjelmaan daxi dasar-dasar filosofis yang

terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas hukum ini bersifat sangat

umun1 dan menjadi landasan berfikir yaitu dasar ideologis aturtln-aturan hukum.

Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi

mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian asas

hukum sebagai landasan noilna menjadi alat uji bagi nonna hukum yang ada"

dalam arti norma hukum tersebut pada alfiinrya harus dapat diksrnbalikan pada

asas hukum yang menjiwainYa 
17.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-a.sas yang

terpenting adalah:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338

ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : o'semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya" 
18.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan

keleluasaan atau kebebasan kepada para pihak unhft menyusun kontrak, baik

yang sudah diattg rnaupun yang belum diatur oleh undang-undang' Makna

kebebasau disini memiliki ruang lingkup :

kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

kebebasan memilih pihak dengan siapa akan membrlat perjanfian;

kebebasan menentukan causa dari perjanjian yang akan dibuat;

kebebasan untuk menenhrkan objek perjanjian;

kebebasan menentukan bentuk perjanjian;

kebebasan' untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang

yang bersifat onlasional le.

17Pcter Mahud Mttki,2003:196.
B Subckti dan踊 itrOSudbio,211t18:342.
19 MochNaib L幽狙ulhL 2004:938
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2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pasat itu ditentukan bahwa salah satu

syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak Asas

konsensualisme merupakan asas yarg menyatakan bahwa perjanjian pada'

umwnnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan

kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan

pernyataan yang dibuat olehkeduabelah pihak.

Menurut Moch Najib Imanullah, makna dari asas konsensualisme bahwa

perjaqiian itu akan mengikat para pihak pada detik tercapainya kata sepakat

diantara para pihak yang membuatnya mengenai objek perjanjian2o.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asyls pocta sunt.servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Asas pacta sunt servanda atau disebut

asas kepastian hukum. Asas ini bertubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta

sunt servandamerupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihalq sebagaimana layaknya sebuah

undang-undang. Mereka tidak boleh melalcukan interrrensi terhadap substansi

konaak yang dibuat Para Pihak-

4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab

undang-undang Hukum Perdata- yang berbunyi : "Suatu perjanjian harus

dilaksanakan dengan iktikad baik"2l.

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihalq yaitu pihak kreditur

dan debitur dalam hal ini adalah pihak penyedia barangljasa dan pihak penerima

加
Ⅳ ochNaib Lnanullah,2∞ 4938).
21(subekti dan Tintrosudibio,2008:342).
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barang/jasa harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak 22'

Disamping kelima asas lttl, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukilm Nasional, Departemen

Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah

berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu :

a) Asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara

mereka dibelakang hari.

b) Asas persamarm hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan

perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam

hukum.

c) Asas keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak

memenuhi dan melaksanakan perj anj ian'

d) Asas kepastian hukum, bahwa perjanjian sebagai suatu frgur hukum harus

mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dali kekuatan

mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnYa.

e) Asas moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat

prestasi dari pihak debitur. hal ini terlihta dalam zaakwame,ming.

f) Asas kepatutan, asas ini tertuang dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang

Hukum perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g) Asas kebiasaan, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara

tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h) Asas perlindungan, bahwa antara debitur dan kreditur dalam hal ini pihak

penyedia dan pihak penerima barangljasa harus dilindungi oleh hukum'

Namun, yang perlu mendapat pertindungan itu adalah pihak debif,r atau pihak

22(salim H・
S・ ,2003:9‐ 11).
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lfnerima barang/jasa, karena pihak debitur/penerima barang/jasa ada pada

pihakyang lemah23

D. Syarat-syarat Sahnya Perianiian

a Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya

perjanjian diperlukan empat syarat :

1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) suatuhaltertentu;

4) suatu sebab Yang halalu.

b. syarat pertama dan kedua merupakan syarat subiektif, karena kedua syarat

tersebut mengenai subjek perjaqiian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat

merupakan syarat objektif, karena mengenai dari objek perjandian' Apabila

syarat subyelitif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan

(vernietigbam).Danapabita syarat obyektif tidak terpentrhi, maka perjanjian

dikatakan batal demi hukum.

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba mengUraikannya

secaf,a lebih jelas, sebagai berikut :

a) Kesepakatan kedua belah Pihak

orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau kesepakatan" kalau

orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan kata lain'

sepakat sebenamya merupakan pertemuan antara dua kehendalg dimana kehendak

orang yang satu sating mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak 1ain25'

Dalam hal kesepakatan, maka ke.dua belah pihak harus menrpunyai

kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Kemauan yang bebas

merupakan syarat pertama untuk sahnya perjanjian. Perjanjian dianggap tidak ada

apabila ada cacat-cacat kemauan yang berupa paksaan (dwang), kekhilafan

(dw aling),atau penipuan (b e dto g) 25

23 salim H.S.,2003:13‐ 14).

1:猟縄燎認闘野電げ器
33"
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Jadi, kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya

perjar{ian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi, ada beberapa macam

teoriyaitu:

(1) Teori kehendak (wilstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada

saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakaU misalnya dengan

menuliskan surat.

(2) Teori pengiriman (verzendentheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi

pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oteh pihak yang menerima

tawaran.

(3) Teori pengetahuan (vernemingstheorie), mengajarkan bahwa pihak yang

menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima

(walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara

langsung).

(4) Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan itu

terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak

yang menawarkari 
26.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akanmelalcukan perbuatan hukum.

menimbulkan akibat hukum.

haruslah orang-orang Yang

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian

cakap dan yang mempunyai wewenang untuk

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang27'

Pada prinsipnya semua oraog dinyatakan cakap untuk membuat

perjanjian apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap- Hal ini

diatur dalarn pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkecualian atas

prinsip yang ada di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yaitu ada dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

J

menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah

26 0arialn Darus Badrulzalnan,2001:74).

27(salim H・
S・ ,2005:24).
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menikah adalah belum dewasa. Secara contariodapat disimpulkan bahwa dewasa

adalah mereka yang telah berurnur 21 tahun, telah menikah (ermasuk mereka

yang belum berusia 21 tahun, tapi telah atau pemah menikah), dan orang-orang

dewasa adalah orang-orang yang pada asasnya cakap untuk bertindak2s.

Orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, diatur

dalam Pasal 1330 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;

2. Mereka yang ditaruh dibawatr pengampuan;

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang

membuat perj anj ian-perj anj ian tertentu 
2e.

Akan tetapi dalam perkembanganny4 setelatr adanya SEMA No' 3 Tahun

1961 telah menetapkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan tindakan

hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian dalam Pasal 31 sub 2 menenttrkan bahwa baik suami maupun isteri

berhak untuk melakukan perbuatan hukum3o.

Undang-undang menentukan bahwa mereka yang pada asasnya adalah

orang-orang yang cakap untuk bertindak, tetapi Undang-undang menentukan

bahwa dalam hal-hal khusus tertentu mereka dinyatakan tidak berwenang. Mereka

yang dimaksud adalah:

(1) Suami istri, yang oleh Pasal 1467 Kttab Undang-undang Hukum Perdata

dinyatakan tidak wenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu

kepada yang lain.

(2) Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris dilarang

mengoper hak dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum

dimana mereka melalcukan pekerjaan mereka.

28 endang Mintorowati,1999:17).

29(subekti dan 
ηitrOSudibio,2008:341).

30 Endang Mintorowatt 1999:19).
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(3) Pejabat Umum, baik sendiri maupun melalui perantara juga dilarang untuk

membeli benda-benda yang dijual dengan perantaraan atau dihadapannya

(Pasal 1469 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

(4) Kuasa atas barang untuk mana ia dikuasakan untuk menjual. Curator atas

benda-benda milik negara dan lembaga publik, yang pemeliharaan dan

pengurusannya diserahkan kepada mereka (Pasal 1470 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata).

(5) Para persero yang tidak melalarkan beheer, tidak diperkenankan untuk

mengasingkarq menggadaikan, membebani benda-benda milik perseroan

(Pasal 1640 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)3l.

c) Adanya objek tertentu

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalatr apa yang diatur dalam Pasal

1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1332

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian-perjanjian.

Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa

dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling

sedikit ditentukan j enisnya.

Selanjutnya Pasal 1333 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menetapkan bahwa diperbolehkan mengadakal perjanjian, dalam mana pada

waktu mengadakan perjanjian jumlah barang belum ditentukan, asal saja junlatt

itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Jo. Pasal 1334 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Tetapi sebatikny4 ada juga benda yang belum ada,

dilarang oleh undang-undang untuk menjadi obyek suatu perjaniian, yaitu

misalnya seperti apa yang diatur dalam Pasal 1334 ayat 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang melarang untuk melepaskan suatu warisan yang pewarisnya

belum meninggal atau mengadakan perjanjian mengenainya sekalipun ada izrn

dari orang yang nantinya akan meninggalkan warisantersebut32.

31 Endang Mintorowati,1999:19).

32 cndang Mintorowati,1999:20)

24
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d) Adanya sebab yang halal

Sebab yang halal yang dimaksudkan disini adalah sebab dalam arti isi dari

perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-

pihalq bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang

membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi

sebab orang-orang mengadakan perjanjian, yang dlperhatikan oleh undang-

undang adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang hendak dicapai,

tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan

ketertiban umum33.

Pengertian sebab yang halal disebutkan secara contario dalam Pasal 1337

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : "Suatu sebab adalah

terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan

kesusilaan baik atau ketertiban urnulrl"34.

Kausa yang bertentangan dengan Undang-undang, misalnya melalcukan

perjanjian untuk melakukan tindak pidana. Kausa yang bertentangan dengan

Undang-undang itu sudah jelas. Tidak demikian halnya dengan kausa yang

bertentangan dengan kesusilaan, karena hal tersebut bersifat relatif dan dapat

berubah setiap saat. Sedangkan kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum,

maksudnya agar supaya setiap perjanjian itu tidak melanggar kepentingan orang

banyak.

E. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian

Di dalam pelaksanaan perjanjian kerja terdapat pihak-pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan suafu pekerjaan yang merupakan unsur-unsur dalam

perjanjian. Adapun unsur-unsur dalam perjanjian tersebut, adalah :

l. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjaqiikan (obyek

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilalnrkan sendiri oleh pekerja, hanya

33∈〕ndang Mintorowati,1999:21).
34(subekti dall TiitrOsudibio,2008342).
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2.

dengan seizin pc… aha daptt menTh Oranglain.Htt ini diidaskan dalaln

Kitab Undang―Undang Hukum Perdata Pasa1 1603a yang berbmyi:

“BШJh waJib llllelakukan scnd五 pekcttaamya;hanya dengan seizin maJikan

ia dapatIIlenyumh Orang ketiga mcnggantikamyが '.

Sifat pekeriaan,ang dilanan。 leh pckeゴ a itu sangtt pribadi karena

bersangkutan dengan kctrampllan atau keahliamya.maka men―t hukum

jika pckeria mcninggal dunia maka pqianJian kqia terSebut putus dcIIll

hukllFn.

Adanya Unstlr Perintah

Manifcstasi dari pekttaan yang diberikan kepada pebja oleh pengusaha

adalall pek"a yang besallよ uttt harus tunduk pada perintah pengus血

untuk mclakukan pekcttan sesuai dengall yang dipcJttikan・ Di sinilah

pcrbedaan hublmgan keJa dengan hubllngan lalmytt lmsal到 β hubungan

antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut

lllempakan hubllngan ktta karena dokter,pcngacara idak tunduk pada

perintab paslen atau klien.

Adanya Upah

Upah mettgallg peranan penting dalaIIl hubungan keJa O可 珂 ian keJめ ,

bahkan dapat dikatakan bahwa ttllan utama Seorallg pckela bekeJa pada

pengusaha addah untuk memperoleh upaho Schingga jika tdak ada nnstllr

uptt maka suatu hubungan tesebut bukan merupakan hubmgan keゴ a.

Seperti seorang narapidana yang diharuskan unm melanan peuaan

tertcnt seorang mahasiswa perhotelan yallg sedang melakukan praktik

lapttgtt di hotel.

Wtt Tertentu

Yang hcndak d儘晰uk olCh pcrkttaan waktu tcrtentu atau zekere tiid sebag盛

llnsllr yang hams ada dalaln pettanJlan keゴ a addah bahwa hubungan kela

anm pengnha dan pektta ddak berlangsung tem‐ IIlenerlls atau abadi.

Jadi bukan wan tertentu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan keゴ a

antara penyedia dengan pencmlao Wttn tcrtcntu tersebut dapat ditetapkan

dalaln peJttian keれ dapat pula idak ditetapkan.Di samping it Waktu

3.

4.
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tertentu tersebuL meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja mungkin

pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau kebiasaa"'3t'

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi

hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu

bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya

pekerjaan tertentu.

perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu tazimnya disebut dengan

perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah

pekerja tidak tetap atau pekerja kontak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang

dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap

dan status pekerjanya adalah pekerja tetap.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara

tertulis (Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan). Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau

menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak

kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya

masapercobaan.

Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu

hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau

kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu

lama dan paling lama 3 (tiga) tahury

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan'

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja

*tot waktu tertentu tidaktapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

35 calu HuSni,Op.C■ .,hal.41.)

27
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Berbeda halnya dengan proses pengadaan barang/jasa merupakan proses yang

berkaitan erat dengan pengggnaan sumber daya terutama anggamn Negara' Uang

publik yang dikelola oleh Pemerintah salah satunya digunakan oleh instansi

Pemerintah untuk kepentingan publik melalui bentuk pengadaan barang/jasa'

Untuk itu, perlu mengenal pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barangjasa

agar kita memahami proses pengadaan barang/jasa sehingga dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik'

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerja atas

pengadaan barang/jasa adalah :

1. Penguna Anggaran ( PA )

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang

kewenangan pergguna anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi pengguna

APBN/APBD. Sedangkan Kuasa PenggUna Anggaran yang selanjutnya

disebut KPA adatah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan

APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD' Pada

awatnyaPenggunaAnggaranatauKuasaPenggunaAnggaranakanmemuat

rencana umum pengadaan. Pengguna Anggaran juga harus melakukan

pemaketan barang/jasa dalam Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa

pemaketan ini dilalarkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan setiap

barang/jasa. Kemudian rerc.ana tersebut diumumkan secara luas melalui

website instansi terkait. Pengguna Anggaran juga harus menunjuk Pejabat

Pembuat Komitmen ( PPK ), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan untuk melaksanakan teknis pengadaan. Datam proses selanjutnya

Pengguna Anggaran akan lebih berperan sebagai pengawas pengadaan

barangljasa Yang merencanakan '

2. Pejabat Pembuat Komitrnen ( PPK )

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adatah Pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa' Pejabat

pembuat Komitmen akan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan

Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan
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3.

sendiri ( IIPS ), dar rancangan kontrak. Kemudian bersama-sama dengan

Unit Layanan Pengadaan akan melalcukan proses seleksi penyedia

barang/jasa. Pada tahap akhir tender, Pejabat Pembuat Komitmen akan

menerbitkan surat penunjukkall penyedia barang/jasa. Pejabat Pembuat

Komitmen ini latl yang akan menandatangani kontrak dan melaksanakannya

dengan penyedia barang/j asa.

Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adatah unit organisasi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /hrstitusi yang berfungsi

melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat pellnanen, dapat dihadiri

atau melekat pada unit yang sudah ada. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat

Pengadaan merupakan pihak yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen (

PPK ) dalam pelaksanaan proses kualifikasi penyedia barang/jasa' Unit

Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan memiliki tugas dalam penyusunan

rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan mengtrmumkan pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di situs instansi masing-masing dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk

diumumkan dalam portal pengadaan Nasional. Unit Layanan

pengadaanlpejabat Pengadaan juga memilki tugas untuk menilai kualifrkasi

penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifraksi . Pada akhir

proses kualifikasi ULP kemudian melakukan evaluasi administrasi, teknis dan

harga terhadap penawaran yang masuk.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia / Pejabat Penerima Hasit Pekerjaan adalah panitia atau pejabat yang

ditetapkan oleh PA/I(PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan. pada akhir masa kontrak Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan

melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan ketenluan yang tercantum datam kontak. Kemudian Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan inilah yang akan membuat dan menandatangani

Berita Acara Serah'terima Hasil Pekerjaan'

4.
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:
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) adalah aparat yang melakukan

pengawasrm melalui audit, evaluasi, pemantauartr dan kegiatan pengawasan

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. APIP inilah yang

bertugas melalukan audit terhadap pelaksanaan pengadaan barangtjasa pada

instansi pemerintah

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk

melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang

disebut prestasi. Perjar:fian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan

kewajiban antara para Pihak.

Dalam Pasal t32o KUHPerdata dikatakan bahwa suatu perjaqiian

dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat perjanjian, salah satu diantaranya

adalah mengenai suatu hal tertentu- Dimana suatu hal tertentu merupakan pokok

perjaojias, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, dan

merupakan obj ek perj anj ian.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang

membuahya. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa PPK sebagai pihak pertama

bertindak untuk dan atas ftlma Negar4 sedangkan Penyedia merupakan pihak

kedua yang berindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk dirinya

sendiri.

Hak dm kewajiban para pihak adatah ketentuan mengenai hak-hak yang

dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna

barang/jasa dan penyedia baranglj asa dalam melaksanakan kontak/perj anjian

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sarrpai kepada prosedur

pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan dituaqkan dalam bentuk

kontak/perjanjian.

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian yang telah saya uraikan diatas, dapat

dikatakan bahwa *hak dao kewajiban para pihak" termasirk dalam golongan jenis

perjan$ian berdasarkan hak dan kewajiban para pihak'

30

Togu Sitanggang - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang Jasa Antara Kantor...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 30/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Jenis perjanjian ini dapat juga riiuedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu :

perjaqiian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjaqiian sepihak adalah

perjaqiian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada

pihak yang lain banya ada hak-hak saja Sedangkan perjanjian timbal balik adalah

perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, hak

serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan tainnya' Jadi, dapat

dikatakan bahwa *hak dan kewajiban para pihak" lebih tepatrya dikatakan

sebagai perjanj ian timbal balik.

Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan

barangijasa adalah sebagai berihrt :

A. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama ( Pihak Penerima atau Pengguna ) :

1. HakPihak Pertama

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia

barangdasa;

b. Hak untuk menuntut esaian pekerjaan atas pengadaan

barang/jasa yang datarn hat ini adalah melaksanakan pekerjaan pekerjaan

pengadaan Alat Tutis Kantor kebutuhan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal pajak Sumatera Utara I sesuai dengan isi dalam perjanjian

samPai selesai 100%;

c. Hak untuk memutuskan/pembatalan kontak secafa sepihak atas

pelaksanaan pekerjaan menurut Perpres No.70 Tatrun 2012, jika

penyerahan barang/jasa tersebut disebabkan karena kelalaian pihak

Penyedi4

d. Hak atas jaminan menerima barang/jasa secara aman dan tentam serta

jaminan barang/jasa yang diterima tidak dalam keadaan cacat baik

terlihat maupun yang tersembunyi, baik sebahagian mauprm seluruhnya

haxus sesuai dengan sPesifikasi;

2. Kewajiban Pihak Pertama

a Uefrbayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah Oitetapt<an

kepadapihak PenYedia;
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b. Mernberikan fasilitas berupa saran dan prasarana yang dibutuhkair oleh

Penyedia untuk kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

ketentuan kontrak.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua ( Pihak Penyedia ) :

l.HakPihakKedua

a. Hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

hargayang telah ditenttrkan dalam kontrak;

b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

pihak pengguna barang/jasa untuk kelanaran pelaksaraan pekerjaan

sesuai kete,lrtuan konffak.

2. Kewaj iban Pihak Kedua

a Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

sampai selesai 100%;

b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeri}saan

pelaksanaan yang dilaicukan pihak peogguna barang/jasa;

c. Menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan bail/aman serta tidak cacat

baik yang ketihatan maupun yang.tersembunyi, baik sebahagian maupun

seluruhnya sesuai dengan spesifikasi konaak;

d. Melaporkan petaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak

pengguna;

e. Pihak petry.edia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang

cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di

luar tempat kerja.
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BAB.III

PELAKSANAAI{ PERJANJIAI{ KERJA

ATAS PENGAI}AAN BARANG/JASA PADA UMUMI{YA

A, Pengertian Perjanjian Keria Atas Pbngadaan Barang/Jasa

Hukum perjanjian ( overeenkompst-contract law ) sudah sejak zaman

Romawi menempati peran penting dan bahkan sampai had ini pun tetap sangat

penting. Dengan membuat suatu perjanjian, para pihak saling mengikatkan diri,

para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing'

pengaturan tentang perjanjian dapat ditemui dalam Buku III Bab II Pasal

1313 KuHPerdata yang berbunyi *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih".

perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang

atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir

dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak

yang bersangkutan.36.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua omng yang

membuatnya.3T. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau di

tulis. Se.perti yang sudah Penulis uraikan diatas, bafuwa pada dasarnya perjanjian

dibuat secara tertulis, hal ini berhrjuan agar perjanjian yang telah dibuat dapat

dijadikan alat bulti jika temyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau

wanprestasi. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan

kewajiban antara para Pihak.

Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya maka berikut ini akan

diberikan pengertian secara etimologi terhadap judul tersebut, yaitu Perjanjian

menurut Pasal 1313 Kitab undang undang Hukum Perdata berbunyi; "suatu
1

Perjaqiian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

36 1bit hal.3.

37 1bid
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dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian selain menurut Pasal 1313

KUF1perdata tersebut diatas, dapat juga diartikan bahwa Perjanjian adalah

perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan

hukum yang ada, tegantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih

orang-oraog yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan

salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban

masing-masing pihak secara timbal balik-38

1. Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif

unhlk menilai pelaksanaan perjanjiarL artinya pelaksanaan perjanjian harus

mengindahkan norma-noflna kepatutan dan kesusilaan. Pelaksaruuul perjanjian

ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak

supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai

kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah

mengikat pihak-pihalq pedanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan

secara sepihak saja.le

2. Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa disebut

Arbeidsovereenkomst, dapat diartikan dalam beberapa pengertian' Pengertian

yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a KuHPerdata, mengenai

perjanjian kerja disebutkan bahwa :

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh,

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan untuk

sesuafu waktu tertentu metakukan pekerjaan dengan menerima upah.o0 Selain

itu pengertian mengenai perjaqiian kerja juga dikemukakan oleh seorang Pakar

Hukum perburuhan Indonesia yang menerangkan bahwa : "Perjanjian kerja

adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikat diri untuk

bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang

mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.4l

誌          Perdata c∝ 聰4■
°山町搬霧群穐

19791,鳳
"7Pttumall,cJakan l助 ambatan,D8a htt Ю
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Selanjutnya perihal mengPnai perjanjian k*tju, dikemukakan pula oleh Subekti

yang menerangkan bahwa : "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang

buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai ciri-ciri; adanya suatu

upah atau gaji tertentu yang diperjaqiikan dan adanya suatu hubungan di

peratas (bahasa Belanda, dienstverhouding) yaitu suatu hubungan berdasarkan

mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang

harus ditaati oleh pihak yang 1ain.a2 Pengadaan Barang menurut Pasal 1 angka

I Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barangflasa oleh

Kementerian/Lembaga /satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi yang

prosesnya dimutai dari perencanurn kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan trntuk memperoleh Barang/Jasa'

3. Berdasarkan etimologi tersebut diatas, dapat saya simpulkan bahwa pengertian

dari pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan Barang/Jasa adalah

pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak, yang

mana pihak kesatu (penyedia barang/jasa) mengikatkan diri untuk bekerja

dengan menerima upah dari pihak kedua dan pihak kedua yang mengikatkan

diri untuk mempekerjakan pihak kesatu dengan membayar upah atas

penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

4. Antara Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak sumatera Utara I dengan

CV. Sekawan Jaya adatah dua pihak yang mengadakan perjanjian kerja atas

pengadaan Barang/Jasa yaitu Pengadaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) utttok

kebufuhan operasional Kanwit DJP Sumatera Utara I'

42 subekti,AnekaPerianiian,Cet.12,candung:Alullrllli,1977),ha.63
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B. Prosedur Penyusunan Rencana umum Pengadaan Ba*ang/Jasa

Perencanaan unum pengadaan barang/jasa merupakan proses kegiatan

persiapan pengadaan, dimulai dad identifikasi kebutuhan barang/jasa

sampaidengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barangflasa oleh PA'

Penytrsunan Rencana Pengadaan mempunyai keterkaitan dengan proses

penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masngKfLlDfi

(RKA-K/L/D/I).

PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barangflasa sesuai kebutuhan

wLtDfi masing-masing untuk tahun anggalan berikutnya atau tahun anggaruul

yang akan datatg,dan rencana umum ini harus diselesaikan pada tahun anggamn

yangberjalan

Rencana umum Pengadaan Barang/Jasa masing-masing wIJD/\,

diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Rencana Kerja dan

Anggaran WLnfidisetujui oteh DPRIDPRD, serta dilakukan di website KlLlD^

masing-masing dan papar pengumuman resmi untuk masyaraka! serta Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE. Dalam Pedoman umum Perencanaan

pengadaan BarangAasu ffi: disampaikan bahwa ploses penyusunm Rencana

Kerj a dan Anggar anWLlD lln meliputi:

1. Penyrsunan RKA-K/L menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga EKA-K/L);

2. Penyusunan RKA-K/L menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);'

j. penyusunan RKA-SKPD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP

No.90/2010danPPNo.21l2004adalahsebagaiberikut:
a

l. Penetapan kebutuhan riil barang/jasa masing-masing IVL, dilakukan

berdasarkan hasil identifikasi kebutuhao barang/jasa terhadap Renja K/L dan

hasil identifikasi ketersediaan barang/jasa melalui database Barang Milik
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2.

3.

Negara (BIvtN) dan/atau riwayat kebutuhan barany'jasa masingmasing K/L.

Selanjutnya, kebutuhan riil barang/jasa hasil identifikasi ini dituangkan dalam

RKA-K/L untukpembahasan di DPR.

Renja K/L disusun dengan berpedoman pada pagu indikatil Rencana Strategi

(Renstra) masing-masing K/L, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang berjalan serta hasil kajian usulan Inisiatif baru;

RKA-K/L disusun dengan berpedoman pada Renja K/L dan Pagu Anggaran

serta masukan dari perencanaan umum pengadaan;

4. Penetapan rencana penganggaran biaya pengadaan pada proses penyusunan

rencana umum pengadaan barang/jasa, berpedoman pada pagu

iodikatf;Dalam hal diperlukan percepatan pengadaan barang/jasa melalui

pemilihan penyedia barang/jas4 PA dapat mengumumkan Rencaoa Umum

Pengadaan setelah dilakukan penghimpunan RKA-K/L hasil penelaahan dan

pembatrasan RKA-K/L oleh DPR-

5. PA mengumumkan Rencana Umum

penyesuaian terhadap RKA-K/L hasil

RAPBN dan RW-APBN oleh DPR.

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan

No.58/2005, sebagai berikut:

hubungannya dengan PP

1. Penetapan kebutuhan riil barang/jasa masing-masing SKPD, dilakukan

berdasarkan hasil identifikasi kebptuhan barangljasa terhadap Renja SKPD

dan hasil identifikasi ketersediaan barang/jasa melalui database Barang Milik

Daerah (Bl"tD) dan/atau riwayat kebutuhan barang/jasa masing-masing

SKpD.Kebutuhan riil barangljasa hasit identifikasi ini dituangkan dalani

RKA-SKPD untuk Pembahasan di DPRD'

2. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra dari masingmasing

SKPD.

3. RKA-SKPD disusun dengan mengacu pada Pedoman penyusunan

RKASKPD dan masukan dari Perencanaan Umum Pengaiaan Barang/Jasa

serta Nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tentang Prioritas dan

plafon anggaran sementara dan Kebijakan Umum APBD'

Pengadaan setelah dilakukan

kesepakatan dalam Pembahasan
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4.

5。

Penetapan rencana penganggaran pengadaan dalam proses penyusunan

rencana umqm pengadaan barangjasa, berpedoman pada pagU indikatif;

RKA-SKPD dengan masukan dari Perencanaan Umum Pengadaan digunakan

untuk penyusunan rancangar Perda APBD yang akan dibahas di DPRD;

6. Rancangan Perda APBD sebagaimana tersebut di atas, sebelum disampaikan

kepada DPRD, disosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikatr

informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat

dalam pelaksanaan APBD tahun arggaran yang direncanakan. Sosialisasi ini

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan daeratr.

7. Dalam hal diperlukan percepatan pengadaan barang/jasa melalui pemilihan

penyedia barangijasa, PA dapat mengumumkan Rencana umum Pengadaan

setelah penyusunao RKA-SKPD;

8. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan setelah dilakukan

penyesuaian terhadap RKA-SKPD yang sesuai dengan Perda APBD.

Sebelum melakukan pen)'us1uuur rencana umum pengadaan barang/jasa

Pengguna Anggaran ( PA ) harus melalctrkan beberapa tahapan-tahapan dalam

kegiatan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa KlLlDll, yaitu

sebagai berikut:

1. Identifrkasi Kebutuhan BaranglJasa, meliputi :

A. Ketentuan Umum Identifrkasi Kebutuhan Barangflasa:

a. pA melalrukan identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana

kegiatan yang ada di dalam Renja lALD.ll;

b. Kebutuhan barang/jasa dapat berupa Barang8ekerjaan Konstruksi/

Jasa KonsultansilJasa lainnYa;

c. Dalam melakukan identifftasi kebutuhan barandjasa, PA wajib

melakukan penelaahan terhadap barang/jasa yang telah

tersedia/dimilikildikuasai, terkait dengan ketentuan prinsip-prinsip

pengadaan yaitu efisiensi dan efektifitas dalarn pengadaan barangljasa;

d. Untuk melakukan identifikasi terhadap barang/jasa yang telah

tersedia/dimiliki/dikuasai, PA dapat menggunakan data base Barang
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Milii Negara/Daerah (BMN/BMD) dan/atau daftar riwayat kebutuhan

Barang/Jasa dari masing-masing unit/satuan kerja KILID/I, sebagai

sumber data dan informasi yang diperlukan;

e. Kebutuhan barang/jasa yang diperlukatK[-lD/' adalah kebutuhan riil

baranglj asa yang akan diadakan/dilaksanakan;

f. Kebutuhan riil adalah jurnluh kebutuhan barang/jasa yang diperoleh

berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana

kegiatan yang ada di dalam Renja WLtDlL dikurangi dengan j",t'lah

barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki dan yang sejenis/sesuai

spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi syarat kelayakan.

g. Dalam hal kebutuhan barang yang diperlukan KlLlDllbertujuan untuk

menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebuttrhan barang,

ditetapkan dengan mempertimbangka0 besaran organisasi/jumlah

pegawai dalam satu organisasi; beban tugas dan tanggung jawabnya;

h. Penetapan kebutuhan barang dilakukan dengan mempertimbangkan

penilaian prioritas kebutuhan dan kecukupan anggaran yang tersedia

(pagu anggaran);

i. Dalam hal barang yang diperlukan untuk kegiatan Renja-K/L/D/I

bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan barang pada setiap tahun

anggaftrn atau untuk keperluan penggantian karena adanya barang

yang sudah tidak layak untuk difungsikan/rusak, dihapus, sudah dljual,

hilang, mati/tidak berfungsi atau atas pertimbangan teknologi serta

sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan khususnya bagi

pengguna/pengelola barang, maka penetapan j"mlah kebuttrhan barang

dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifrtas

dalam pengadaan barang/jasa.

B. Identifikasi Kebutuhan Barang yang dilakukan berdasarkan rencana

kegiatan yang ada di dalam Renja WLlDlI, meliputi:

a. Identifikasi terhadap jenis barang yang diperlukan dan jumlah

masingmasing barang menurut jenis, fungsi&egunaan, ukuran dan

spesifikasi barang;
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b. Kapan barang yang diperlgkan *&h harus didetangkan/berada di

lokasi untuk diserahterimakan agar dapat segera difungsikar/digunakan;

c. Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna barang);

d. Persyaratan terhadap cara pengangkutan barang, penimbunar/

penyimpanan, pengoperasian/penggunaaq pemeliharaan dan pelatihan

(qpabila diPerlukan);

C. Identifikasi Pasokan Gupply)Barang/Jasa

a. Apakatr barang yang diperlukan mudah didapat di pasamn di Indonesia

dengan jumlah yaog cukup rmtuk memenuhi kebutuhan;

b. Apakah barang yang diperlukan merupakan produk dalap negeri atau

barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangarlmanual

atau merupakan produk kerajinan tangan;

c. Tingftat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dali barang yang

dibutuhkan/Yang akan diadakan;

d. Terhadap jumlah produsen dan/atau iumlah Penyedia.Barang, yang

dinilai rnampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan'

D. Identifikasi Ketersediaan Barang (yang telah tersedia/dimiliki), dilalrukan

sebagai berilut:

a. Menentukan kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan'

gturanltapasitas dan spesifikasi barang serta jumlah masing-masing

barang Yang diPerltrkan;

b. status kelayakan barang yang ad,- apabila akan digunat<anl

dimanfaatkar/ difungsikan 0ayak seaara ekonomi dan keamanan);

c. Dengan mengetahui riwayat kebutuhan barang, antam lain: kapan

waktu dibututrkan barang atau waktu serah terima barang

dilalarkan bagaimana cara pengadaannyq dan total biaya pengadaan

berikut sumber daoa yang diggnaka& sertia status pengelolaan/

penggunaan barang.

e. la.oti**'i Kebutuhan Pekerjaan Konstuksi

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, PA wajib

memperhatikan beberapa hal berikut:
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C.

d.

e.

Pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan diadakan, adalah

untuk kegiatan yang ada di dalam Renja KfiJDll;

Pekerjaan konstuksi yang dibutuhkan atau yang akan diadakan apakah

dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil terrrasuk koperasi

kecil;

Kapan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan diadakan

harus sudah selesai dikerjakarU sehingga dapat segera dimanfaatkan

sesuai rencanq

Dalam hal pekerjaan konstruksi memerlukan desain konstruksi, maka

desain konstruksi yang diperlukan sudah harus dipersiapkan pada tahun

anggaran sebelum tahun anggaran dimana pekerjaan konstnrksi akan

Uilujranakan;

Dalam hal diperlukan desain konsEuksi dan akan dilaksanakan pada

tahun anggaran yang sama dengan tahun anggaru dimana pekerjaan

konsfuksi dilaksanakan, dan jenis kontaknya adalah kontrak tahun

tunggal, maka:

1. Desain konstuksi yang akan diadakan bersifat standar, risiko kecil,

tidak memerlukan wa.khr yang lama unfuk menyelesaikan pekerjaan,

dan tidak memerlukan penelitian yang mendalan melalui

laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama;

2. Desain koqstuksi yang akan dilaksanakan bersifat mendesak dan

biaya untuk melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan

dengan cukuP.

3. Dalarn hal pekerjaan konsfuksi akan dilryaaakan secara

terintegrasi, sebagai contoh: pekerjaan desain dan pelaksanaan fisik

konshrksi akan dilaksanakan secara bersamaan dan terikat dalam 1

(satu) kontak (design and buitd contract),maka:

a. Pekerjaatr konstruksi tersebut adatah bersifat kompleks yang

diindikasikan: berisiko tinggr, nienggunakan teknologi *i"ggr,

menggunakan peralatan yang didesain secara khusus, atau

yang bemilai diatas RP. 100 milYar;
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b. Pemilihan penyedia barang/jasa untuk peketjaan yang

terintegrasi, dilakukan dengan pelelangan terbatas dan diatur

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku'

4. Dalam hal pekerjaan konstruksi yary dibutuhkan akan

dilaksanakan dengan konAak tatrun jamak (multi yeor contract),

maka:

a- Pengadaannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran dan sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan

berasal dari ruPiah mumi;

b. Secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecatr-pecah dan/atau;

c. Pelaksanaan pekerjaan konstuksi tersebut membutuhkan waktu

lebih dari 12 (dua belas) bulan;

d. Paket pekerjaan konstuksi yang akan dilaksanakan dengan

menggunakan kontrak tahun jr*alq harus tercantum di dalam

rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);

e. Sebelum proses pemilihan Penyedia Barangflasa dinnulai, paket

pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dengan

menggunakan konfiak tahun jamalq harus sudah mendapatkan

persetujuan menggunakan kontak tahun jamak dari pejabat

yang berwenang, sesuai ketentuan dalam Perpres

No.54l20l0,tentangPengadaanBarang/IasaPemerintah;

5. Dalam hal pekerjaan konstnrksi yang dibutuhkan memerlukan

lahao"maka disyararkan sebagai berikut:

a. Pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang

pelaksanaan pekerjaan konstrrftsi. Dalam hal dibutuhkan ganti

rugi untuk pembebasan lahan, maka penyelesaian administrasi

untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindatran hak

atas tanah, nq11 dapat disele11fl1 pada tahun anggryal

sebelum tahun anggaran dimana pekedaan konstruksi akan

' dilaksanakan;
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b. Apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menrmjang

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk untuk akses

menuju ke lokasi pekerjaan konstruksi, memerlukan ijin

pemanfaatan tanah, maka petrgurusar ijin tersebut harus dapat

diselesaikan pada tahun anggalan sebelum tahun anggaran

dimana pekerjaan konstuksi akao ditaksanakan- Dengan

demikiaq pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan tidak

terkendala dengan permasalahan tentang pembebasan tanah

atau Perijinan Petrggunaan tanah;

6. Pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanaka& harus bebas dari

permasalahan ketesarian lingtungan (apabila diperlukan)-

7. Dalam hal pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan diperlukan

studi kelayakan, maka studi kelayakan yang dimaksud sudah harus

selesai dikerjakan sebelum tahun anggafiIll dimana pekerjaatr

konstiuksi ditaksanakan'

F. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi

pA melakukan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi yang diperlukan

wLfDfl,dengan memperhatikarr ketenfuan sebagai beri}ut:

a Identifikasi kebutuhanjasa koosultansi didasarkan pada kegiatan yang

ada didalam Renja KlLtDfl;

b. Identifikasi yang dilahftaq adalah uutuk mengetahui jenis jasa

konsultansi yang dibutuhkarU fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa

konsultansi, serta target dan sasaran yang ditetapkan;

c. siapa yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebuL serta kapan

harus diadakan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk

pengadaan;

d. Jasa konsultansi yang akan diadakan apakah dapat dilakukan oleh usaha

mikro, usaha kecil termasuk koprasi kecil;

e. Dalam hat jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah jasa konsultansi

untuk penyusunEm desain konsfiuksi, dan akan dilaksanakan pada tahun

anggaral yang sama dimana pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan'
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maka pekerjaan desairi konstruksi tersebut tergolong sederhana dan

tidak membutuhkan waktu lama;

f. Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan untuk penyusunan desain

konstuksi dan pelaksanaannya dilakukan secafa bersamaan dengan

pelaksanaan pekerjaan fisik konsruksi serta diikat dalam l (satu)

kontak (design and buitd contact), maka pemilihan penyedia

barang/jasa yang digunakan adalah penyedia barang/jasa pekerjaan

koosruksi. De,ngan demikian, konaaknya adalah kontrak pekerjaan

konstruksi, sedang tenaga ahli yang dibutuhkan harus disediakan oleh

kontraktor atau dapat dilakukan melatui kerja sama operasi. Ketentuan

pelaksanaan pemitihan, diatu sezuai dengan ketentuan peratuIan

perundang-undangan yang berlalar'

g. Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan adalah jasa pengawasan

pelaksanaan pekerjaan konsbruksi, maka yang perlu diketahui adalah

kapan pekerjaan konstruksi tersebut dimulai dan berapa lama waktu

untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi serta jumlah tenaga ahli

pengawasian sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan

G. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya

pA melakukan identifikasi kebutuhan Jasa lainnya didasarkan kegiatan

yang ada di dalam Reda WLID|! yang meliputi:

a. Jenis kebutuhan jasa lainnya, dalam kaitannya untuk menenfirkan

jumlah tenagakerja dan/atau tenaga terampil yang diperlukan, sesuai

dengan birtang dan pengalamannya masing-masing;

b. Dalam hal jasa lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi

kebutuhan guna menunjang kegratan yang bersifat rutin pada setiap

tahun anggaran, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas

yang harus diadakanpada setiap tahun anggaran
I

c. Dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada

peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukad

(umlat/volume/kapasitas dan waktu pengadaan), maka dapat
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ditetapkan besamya kebuman“ dtt sama畿卿 建

tahm sebelmnya。

2.Penwman dan Penetapan Rencana Penganggaran

PA menFun dan menetapkan rencana penganggaran Pengadaan

B〔瀾唖ノJ錦らyang楓慮五 atas biaya u山止 b劉倒的asa yang akan山漣
薇卸しbiaya

pendO dan biaya administFaSi yang diperlukan untuk proses p…

sesunl de鴫狙 Peraman pemdang‐mda鴫鑢 .

Pempunan dan penetapan rencan' penganggaran dilaun dengan

men甲裁威 ktt kebutuhan ba蜘嘔 4asa yang akan did薇狙 ,besaraFl biaya

pend颯硼鴫 dan biaya admillistrasi yang dF斌画 sem pagu anggaran.

1. Sumber DAnn und Penganggaran

a.Dtt yang akan diperrakan uttk Pengtt Barang/Jtt K/LD/1,

bersmbertt sebttan atau selanyaAPBN/APBD;

b.Dana mtt pengadaan臨頓 asa K/L/D/1,yang bersmber dari

sebagian atau selanya melalui Pttamanibah Luar Nege五 ,

Pi珂創憲硼嘔ibah Dalam Negen serta壷遁 dana mvestasL

2.RcncamPembiayaanUndlengttaanBarang/Jasa

ao K/L/D/1 menyediakan biaya unm pelaksanaan pmiliban Penyedia

Barang/Jasa meliputi:

1)Biaya pduttmg dapat mencakup biaya penlasangan, blaya

、peng劉釦 鶏 Ыaya pel山亀 dan lain‐ lain;

勾 Biaya adminismsi,匈麟 terdiri dari:

→ Biaya pengmuman Pengadann Barang/Jasa temasuk bia/ya

pengumuman ulang;

b) Honorarium pejabat pelaksana pengadaan, misalnya: PA, PPK,

ulP/Pejabat Pengadaarq Panitia8ejabat Penerima Hasil

Pekerjaan, termasuk tim teknis, tim pendukung lainnya yang

diperlukan dan staf Proyek yang terlibat dalarn kegiatan;

c) Biaya survei lapangan/Pasar;

d) Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan BaranglJasa; dan
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3.

4.

e) Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa, ankra lain: biaya pendapat ahli hukum

kontrak, biaYa uji coba;

Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada

tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada

tahun anggaran berjalan, harus disediakan pada tahun anggafan berjalan'

KlLlDll dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait

honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan dalam

penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/I(epala Daerah. Sepanjang

diperlukan, pembiayaan untuk Pengadaan Barangflasa dapat dilakukan atas

kerjasama antar K/L/D/I (co-frnancing) yang didasarkan pada kebutuhan

bersama

3. Penetapan Kebijakan umum Tentang Pemaketan Pekerjaan

PA melakukan pemaketan barang/jasa dalam Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemaketan pekerjaan, wajib dilakukan dengan memaksimalkp penggunaan

produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan

Usaha Kecil serta KoPerasi Kecil;

2. Nilai paket pekerjaan pengadaan barangljasa sampai dengan Rp'2'

500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pengadaan

yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi olehUsahaMikro

dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

3. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip

efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis

Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

4. Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA ditarang meoie"ah paket

Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket kecil dengan maksud untuk

menghindari Pelelangan;
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5。

6.

7.

Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA dilarang menyatgkan atau

memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang

menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di

daerah masing-masing;

Dalam pemaketan pekerjaan, PA dilarang menggabungkan

beberapa paket pengadaan, yang menurut sifat dan jenis pekojaannya bias

dipisahkan danlatau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA dilarang menentukao kriteda,

persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan

pertimbangan yang tidak obyektif.

4. Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan

Sebagaimana tersebut dalam Perpres No.54l2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab I, Pasal 3, petaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dapat dilakukan dengan cara swakelolq dan /atau melalui pemilihan Penyedia

Barangfiasa. PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok

dan fungsi KtLtDltserta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan.

A. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola

Dalam menetapkan kebijakan umum tentang cara pengadaan barangljasa

yang dilakukan dengan swakelola, PA wajib memperhatikan ketenfuan

tentang pengadaan swakelola sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dapat dilalGkan dengan swakelola meliputi:

a. Pekerjaan yang bertujuan urmk meningkatkan kemampuan

dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia

serta sesuai dengan tugas pokok WLID/I;

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan

partisipasi langsung masyarakat setempat;

c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau

pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
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d. percrjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentqkan

terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia

Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang

besar;

e. Pen;ietenggaraan difiat, kursus, penataran, seminar, lokakarya" atau

penyuluhan;

f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey

yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologilmetode kerja

yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

g. pekerjaan survei, pemrose$m data" perumusran kebijakan

pemerintah, pengUjian di laboratorium dan pengembangan system

tertenfu;

h. Pekerjaan yang bersifat rahasiabagi wLlDllyang bersangkutan;

i. Pekerjaan indusfi kreatii inovatif dan budaya dalam negeri;

j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; daalatau

k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alat utama

sistem senjata (alutsista) dan industri alat material t*rusus

(almatsus) dalam negeri.

Pekerjaan swakelola dapat dilaksanakan oleh :

a. KlLlDllPenanggungJawabAnggaran

1. Pengadaan swakelola yang dilalnlkan oleh wLlDfi

penanggung jawab anggafan dilaksanakan sesuai ketentuan

sebagai berikut:

a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh

WLtDllPenanggung Jawab Anggaran ;

b.Mempergunakanpegawaisendiri,pegawaiKIL/D/Ilain

dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli;

c. Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh

perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai I(/L/D/I yang

terlibat dalam kegiatan swakelola yang bersangkutan.
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b. hstA■ Si Pemerintah Lain sebagaI PelttsAnA swakelola Pengadaan

swakelola yang dilanan oleh instaalsi pemerintah lain sebagai

pelaksana swakelol% dilaksanakan dengan ketenmn sebagai

berikut:

1. Direncanakan dan diawasi o10ぼ K/L/D/1 Penang3mg Jawab

Anggaran;dan_

2. Pelaksanaan pёkttaan■ya dilakukan oleh IIIStansi Pemerintah

yang bukan Penangg肛嘔Jawab Anggaran.

c,Kelompok Masyarakat PelakS'nn SWakelda Pengadaan

SwakeloL yang dilanan olch Kelompok Masyarakat PelaksЯ
nA

Swakelol亀 dilaksanakan dengan mengikuti ketenmn"睦 d

berikut:

1.DiFenCadbtt dilaksanakan dan dia― i 01eh Kelompok

Masyamkat PelabDa SWakelol■

2.Sasarall ditentn olch K7L/D/1 Penanggmtt Jawab

Anggm;dan

3.PckerinЯ n utama dilarang I血 よ dial■km kepada pihak lain

(SubkOntrakp.

3.PA menetapkan jenis pekeFiaan Sda pihak yang akan melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa secara SwakeloL

Pc鴫解ЯAn yang dilanan melalui penyedia bttasa Penetapan

kebttakan uIIlum tentang cara pengttaan yang mengrakan Penyeda

Barang/Jasa.dilanan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

ao Penyedia Barang/Jasa yang nセ nn di加可uk und melaksanakan

pengadAЯ・ ,磁te町5km mdalui pemilihan Penyedia Barallg/Jas鶴

bo Sistm pemilihan Penyedia Barang/Jtta meliputi Metoda Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa9 Metoda Penyampaian Domen Penawaran dan

MetOda Evaluasi PenawaFan Satt Jenis htt ditetapkan oleh

LILP/PP;
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ULP/PP, dalam menetapkan sistem pemilihan penyedia barangljasa"

wajib memperhatikan jenis/sifat pekerjaan, besarar/nilai pekerjaan,

kondisi lokasi serta manfaatnya terhadap masyarakat;

Penetapan sistem pemilihan dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres

No.54l20 1 0 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Penetapan Kebiiakan Umum Tentang Pengorganisasian Pengadaan

Dalam pedoman ini, pengorganisasian Peugadaan Barang/Jasa dilakukan

dengan ketentuan berikut:

A. Organisasi Pengadaan BaranglJasa uutuk pengadaan yang dilaksanakan

dengan cara Swakelola, terdiri dari:

L PA',

b. PPK; dan

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan'

B. Organisasi Pengadaao Bar:angflasa yang dilaksanakan dengan menggunakan

penyedia barang/jasa, terdiri dari:

a. PAI

b. PPK;

c. UlP/Pejabat Pengadaan; dan

d. Panitia/?ejabat Penerima Hasil Pekerjaan

C. PPK dapat dibantu tim. pendukung yang diperlukan unttrk pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

D. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuharU yang paling kuang

terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Stafpendukung; dan

d. Kelompokkerja 
4

E. Tugas Pokok dan Kewenangan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang

diatur sesuai ketentuan dalam Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

d.
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1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

pA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangfu Acuan Kerja untuk

pekerjaan yang akan dilaksanakar/diadakau yarg sekurang-kurangnya

memuat:

a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang

maksud dan tujuan, lokasi pekerjaau, produk yang dihasilkan serta tenaga

dan/atau tnnagaahli yang diperlukan;

b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,

dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggamn;

c. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadaka& dengan

memperhatikan kebutuhan WLD'L dan tidak mengarah pada

merek/produk tertentu, kecuali rmtuk suku cadang serla

memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan

Standar Nasional Indonesia (SN[);

d. Besarnya total perkiraan biaya pekefjaan termasuk kewajiban pajak yang

harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan

1. Jadwal kegiatan perencanaan umum pengadaan

Rencana umum pengadaan disusun dan ditetapkan oleh PA untuk kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun berikut atau tahun yang akan datang,

dan rencana umum ini harus selesai pada tahun aTtggaran berjalan.

Penyusuoan jadwal kegiatan perencaoaan gmum pengadaan, dilalflftan

dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Perkiraan waktu kapan Renja KILtDfi dan Pagu Anggaran ditetapkaq

sehingga identifikasi kebutuhan barang/j asa dapat dilakrftan;

b. Keculupan data dan informasi yang bersumber dali BMN dan/atau

Riwayat Pengadaan dalam rangka menetapkan kebutuhan riil WLIDII;

2. Jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan.

l. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola disusun dengan

memperhatikan alokasi waktu yang diperlukan sesrrf tatrapan kegiatan

swakelolq antara lain:
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i u. Alokasi waktu unhrk perencanarm pengadaan swakelola;

b. Alokasi waktu untuk pengadaan bahan/material, tenaga dan/atau

tenaga ahli serta peralatan yang diperlukan;

c. Alokasi waktu untuk pelaksanaan pengadaan swakelola, sampai

dengan serah terima pekerjaan b€rikut penyusuun laporan;

2. Jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan yang menggumkan penyedia

barang/jasa disusun dengan memperhatikan alokasi waktu yang

diperlukan sesuai tahapao kegiatan berikut:

a. Alokasi waktu untuk perencanuutn dan pelaksanaan pemilihan

penyedia barandjasa;

b. Alokasi waktu Yang diPerlukan

pekerjaan/pelaksanaan konfiak sampai

pekerjaan;

c. Alokasi waktu yang diperlukan untuk

(apabila diPerlukan).

3. Datam menyusun jadwal kegiatan pengadaan, juga dipertimbangkan

perkiraan waktu kapan Rencana Umum Pengadaan ditrmumkan serta

batas akhir efektif tahun anggaran

3. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan BaranglJasa

1. pA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa KlLtDlI secara

terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran AKA)

KIL|D llyang bersangkutan disetujui oleh DPR/DPRD'

2. Isi Pengumuman Rencana umum Pengadaan Barangfasa

3. pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilalatkan datam websiteKlLlDll

masing-masing dan papan pengumunan resmi untuk masyarakat serta

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE'

4. KtLtD[ dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikuurya atau

tahun anggaran yang akan datang.a3

o3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

untuk pelaksanaan

dengan serah terima

pemeliharaan pekerjaan
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c. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Baran gfiast

Persiapan pelaksanaan Barang/Jasa merupakan proses

penrmusan kegtafan'yang dimulai daxi penyerahan Dokumen Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa oleh PA kepada PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan sampai

dengan ditetapkannya Dokumen Pengddaan Barang0asa

ppK bersanra UlP/Pejabat Pengadaan melakukan Persiapan Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasq setelah PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

Barangfiasa melalui website WLnfi dan menyampaikan Dokumen Rencana

umum Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan.

1. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola

Persiapan pelaksanaan pengadaan swakelolq dilal$kan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Swakelola oleh K/I-|D/I Penanggungiawab Anggaran

a. W7Dllpenanggungiawab anggaran menyusun daftar kebututran dan

kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola, berdasarkan

dokumen rencana umum Pengadaan'

b. pembentukan Tim Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai

. berikut:

l. Tim Perencaoa mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam

menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dar/atau

spesifikasi teknis;

2. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab

melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat

gambar petaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan

pekerjaan; dan

3. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan

danmembuat taporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan

Swakelola.

;. Penyusunan KAK

Penyusunan KAK ini mengacu pada Lampiran vI Perpres

No.54l2010. Dalam hat terdapat perubahan berdasarkan kaji ulang
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d.

KAK pada dokumen Rencana Umum Pengadaan yang <iitetapkan

oleh PA, maka Tim swakelola menyusun kembali KAK sesuai

dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan spesifikasi teknis.

Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerj aan

1. Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaali pekerjaan

berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam

KAK termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainny4

peralatan/suku cadang dan/atautenaga ahli yang diperlukan;

2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya

pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan

pekerjaan;

3. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun

dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi

petaksanaar/ penyelesaian pekerjaan.

penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan Swakelola Tim Perencana

membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu

anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan

dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi:

1. Gaji tenaga ahli, upah tetagakerja dan honor Tim Swakelola;

2. Pengadaanbahan;

3. . Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

4. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutghkan.

penyusunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

1. Gambar rencana kerja memuat tampak,.denah, dan potongan

(memanj ang dan melintang).

2. Spesifrkasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang

sesrrai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

l. Dalam hal diperlukan'buh*, Jasa Lainny4 peralatan/suku

cadang dan/atau tenaga ahli, dapat dilakukan kontrak/sewa

tersendiri. Sebelum dilalcukan kontrak/sewa, proses

g。
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peryadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan

dalam Dokumen Pengadaan;

2. Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (ima puluh

perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai KILIDII yang

terlibat dalam kegiatan Swakelola;

3. Puryusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan

memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

4. Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi I (satu) tahun

anggaran;

5. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan

metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan;

6. Rencana kebutuhan .tenaga kerja harian disusun berdasarkan

rencana Pelaksanaan Pekerj aan.

h. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila ULP belum dibentuk,

Panitia/Peiabat Pengadaan diaagkat oleh PA untuk melalarkan

Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Swakelola

i. PengumumanRencanaswakelola WLtDfi pekerjaan

Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk

penerangan urilrm yang dapat diakses masyarakat umum'

B. petaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola

L WUDfi menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan dolumen rencana

umum pengadaan, yang ditetapkan oleh PA'

b. pA menawarkan s@ara tertulis kegiatan Swakelola kepada instaosi

pemerintah lain yang diyakini ffirmpu dengan melampirkan KAK,

jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya

c. lnstansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jua*A

' pelaksanaandanrinciananggaftmbiaya;
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d. Apabila PA dar pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat dapat

dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai

pelaksanaan pekerj aan Swakelola

PPK mengadakan Kontrak dengan Petaksana Swakelola pada Instansi

Pemerintah lain Pelaksana Swakelota, berdasarkan Nota Kesepahaman;

Koorak Swakelola paling kurang berisi:

1. Parapihak;

2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;

3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakaq

4. Jangkawaktupelaksanaan; dan

5. Hak dan kewajiban Para Pihak.

Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:

1. Tim Swakelola dapat terdiri dali Tim Perencana, Tim Pelaksana

dan Tim Pengawas;

Z. Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dafi instansi

Penanggungiawab Anggaran dall Instansi Pemerintah lain

Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur

organisasi Swakelola;

3. Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana

Swakelola;

4. Tugas dan tangguog jawab masing-masing Tim swakelola adalah .

sebagai berikut:

a. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab

dalam menyusun KAK membuat gambar rencana kerja

dan/atau spesifikasi teknis;

b. Tim Pelaksana memprrnyai tugas dan bertanggung jawab

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan,

membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan

pelaksanaan Pekerjaan; dan

c. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab

dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan
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h.

:
pelaporarL baik fisik maupun adminisrasi pekerjaan

Swakelola.

Penl'usunan KAK untuk pekerjaan swakelola memuat:

a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang,

maksud dan tujuaa sasaran serta sumber pendanaan;

b. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;

c. Keperluan baha& Jasa Lainny4 peralalan/suku cadang dan/atau

tenaga ahli secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja

bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;

d. Rincian biaya pekerjaan yang dijaba*an dalam rencana biaya

bulanan dan biaya mingguan;

e. Produk yang dihasilkan; dan

f. Garrrbar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

Penytrsunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan.

1. Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan

berdasarkan kebuttrhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK"

temrasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya peralatan/suku

cadang dan/atau tenaga ahli yang diperlukan.

2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya

pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya petaksanaan pekerjaan.

3. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan

mempertimbangkan waktu yang cukup bagl

pelaksanaarlpenyelesaian pekerjaan.

Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian

biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telatt

ditetapkan dalam dokumen anggaxim dan dituangkan dalam RAB,

meliputi:

1. Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;

2, Pengadaanbahan;

3. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

4. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutghkan.

57

Togu Sitanggang - Pelaksanaan Perjanjian Kerja Atas Pengadaan Barang Jasa Antara Kantor...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 30/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



k. penyusunan Gambar Rencana Kerja dan spesifikasi Teknis.

1. Gambar rencana kerja memuat tampalL denah, dan potongan

(memanj ang dan melintang);

2. Spesifikasi teknis dizusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai

dengan yang diperlukan untuk pelaksanaatr' pekerjaan'

Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebufuhan Tenaga Kerja

1. Dalam hal diperlukan balran, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang

danlatau tenaga ahli tertenttr, dapat dilalflIkan kontal/sewa

tersendiri. Sebelum dilatilkan koutrak/sewa, proses pengadaannya

dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalarn Dokumen

Pengadaan;

2. Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh

perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai WLIDII yang terlibat

dalam kegiatan Swakelola;

3. Penyusunan jadwal renffma pengadaan dilaksanakan dengan

dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggam$

4. Swakelola.tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tatun

anggaran;

5. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan

metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan;

6. Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan

rencana pelaksanaan Pekerj aan.

Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan. Bila ULP pada Instansi

pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, Panitia/Pejabat

Pengadaan dari unsur instansiPenangguugiawab Anggaran dan Instansi

Pemerintah lain Pelaksana swakelola, diangkat oleh PA untuk

melakrftan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Swakelola. 
I
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n. Pengumuman Rencana Swakelola dilatilkao WLnfi melalui website

dan papan pengumuman resmi untuk penerangan gmum yang dapat

diakses masyarakat umum.

C. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola

a. WLnn menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan

dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari

Kelompok Masyarakat;

b. Pengadaan barang/jasa hanya dibetikan kepada Kelompok Masyarakat

yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis;

c. PA bertanggungiawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakag

termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola;

d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi,

renovasi dan konstruksi sederhana, antata tain: pengecatan,

pembuatan/pngerasan jalan lingkungan;

e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,dibangun oleh KILIDII

untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

f. PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan

penanggungi awab Kelompok Masyarakat;

g. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:

l. Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungiawab Kelompok

Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi swakelola

Z. Tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:

a. Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab

dalanr menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja

dan/atau sPesifikasi teknis;

b. Tim pelaksana mempunyai tugas aan iertanggung jawab

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan,
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membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan

pelaksanaan pekerjaaq dan

c. Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab

dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan

pelaporan, baik fisik maupun administrasi peke{aan

Swakelola.

Penyusunan KAK yang memuat:

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang,

maksud dan tujuan, s.lsafim serta sumber pendanaan;

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukaq

3. Keperluan bahan, Jasa Lainny4 peralatan/sulu cadang dan/atau

tenaga ahli secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja

bulanaru rencana kerja minggu{m, dan rencana kerja harian;

4. Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya

bulanan dan biaya mingguan;

5. Produk yang dihasilkaq dan

6. Ganrbar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apbila diperlukan).

Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerj aan

l. Tim Swakelola membuat ja.d$nal rencana pelaksanaan pekerjaan

berdasarkan kebutuhan waktu pelaksauaan pekerjaan dalam KAIL

termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, p.eralatan/suku

cadang dan/atautenaga ahli yang diperlukan;

2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya

pelaksanaan pekerjaan hingga berakhimya pelaksanaan pekerjaan;

3. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan peketjaaan disusun dengan

mempertimbangkan waltu yarg cukup bagi pelaksanaan/

penyelesaian Pekerjaan.

Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian

biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah

ditetapkan dalarn dokume,n angganm dan dituangkan dalam RAB,

meliputi:
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1: Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;

2. Pengadaan bahan;

3. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

4. Proses pengadaan danpengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

k. Penyrsunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

1. Gambar rencatra kerja memuat tampalq denalL dan potongan

(memanj ang dan melintang) ;

2. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/sundar yang sesuai

dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

1. Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

l. Dalarn hal diperlukan bahan, Jasa Lainnyq peralatan/suku cadang

dan/atau tenaga ahli, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri

dengan memperhatikan prinsipprinsip dan etika pengadaan

sebagaimana diatur dalam Perpres No.54/2010;

2. Penyusunan jadwal fencana pengadaan dilaksanakan dengan

memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

3. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan

metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan;

4. Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan

rsnczlna pelaksanaan Pekerj aan

m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

1. PanitialPejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungiawab

Kelompok Masyarakat untuk melalnrkan pengadaan barang/jasa

yang dibtltuhkan datam pelaksanaan Swakelola;

Z. PanitialPejabat Pengadaan diperbolehkan bukan Pegawai Negeri

sipil (PNS).

2. Pensiapan Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa

pengadaan yang menggunakan Penyedia Barang/Jasa baik sebagai badan

usaha maupun perorangrm, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan Penyedia

Barang/Jasa.
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A. Perencanaall pspilihan Penyedia Barang/Jasa

perencanaan pemilihan Penyedia Barangflasa dapat dilalokan oleh PPK

danlatau ULPlPej abat Pengadaan, sebagai berikut:

a- Penyerahan Dokumen RencanaUmum Pengadaan'

PA menyerahkan dokumen Rencaira Umum Pengadaan kepada PPK dan

UlPiPejabat Pengadaan yang terdfui dari:

1. Kebijakan unum

a Pemaketan pekerjaan;

b. Carapengadaan; dan

pengadaan yang meliputi:

c. Pengorganisasian Pengadaan.

2. Rencana penganggaran biaya pengadaan;

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).

b. Pengkajian Utang Rencana Umum Pengadaan'

pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui

rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai bErikut:

1. PPK UlP/PejabatPengadaandanTimTeknisunttrk

membahas Rencana Umum Pengadaan;

2. pembahasan Rencana Umum Pengadaan dilatilkan sesuai dengan

Perpres No.54/2010.

B. Pemilihan sistem Pengadaan BaranglJasa, yang meliputi:

L Penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa

l. Metode pemilihan Penyedia BarangiPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

a- ulP/?ejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya;

b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya pada

prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan pasca

kualifikasi;

c. trietode pemilihan Penyedia BarangiPekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya daPat dilalokan melalui:

l. Pelelangan umtrm dan pelelangan sederhana;
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2. P∝口可Jbm iangsmg;

3.  PttЯЯnlangs■■3;atau

4. Kontes/sayembara.

2.Metode P釦dlhmPttrdia Jasa Konsultansi

a.ULP/Pttabat Pe…  menyusm dan menetapkan metode
p前1■,n PenyedialaSa魏滅mち
b.Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi,pada prmslpnyt dilanan

melalui metode seleksi llnl1lm;

c.Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilよ 燎an

dengan:

1.  Seleksi yang tョd五 att Seleksi Umm dan Seleksi Sederhana;

2. P輌 Jb血 langsmg;

3. Pengadaan langsmg;

4.Konteysayembtta

Pen(薙甲m metode pemi五 han Penyedia Barang/Jasap dilanan sesll,1

ketenmn dalam Pepres No.54/2010 tentang P…  Bmmg/Jasa

Pemerintah.

Penetapan l■ etode penyampalall― dokumen penawamn

l.ULP/PP menyusm dan menetapkan metode Penyampdan Dokmen

Penawaran P寧ミ a Barang/Jas鶴

2.Metode… dandOmen"mwa囲 ■terdiri試器:

a Mctode satu sampul;

bo Metode dua sampul;atau            ・

c,Metode dua tahap.

Penetapan metode penyampdan,domen penawaran penyedia bttasa

dilanan sesual P∝

「

es No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerinta■.

Penetapan inetode evaluasi penawanm

l.Metode Evalwi Pcllawaran Un伽直 Pengadaan BaraIL♂ Peuaan

Konshi/Jasa Lainnya
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a. Penetapan metode evaluasi penawaran untuk pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, menggunakan penilaian

sistem gugur;

b. Dikecualikan untuk Pengadaan Barangfasa Lainnya yang bersifat

kompleks, yang dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai;

c. Metode evaluasi dengan sistem gugur merupakan evaluasi penilaian

penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen

penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan

dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan

proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi,

persyaratan teknis dan kewajaran harga, dan terhadap Penyedia

Barangfiasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan

dinyatakan gugur;

d. Metode evaluasi sistem nilai merupakan evaluasi penilaian

penawaran dengan cara memberikan nitai angka tertentu pada setiap

unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah

ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/pekerjaan

konstnrksi/jasa lainnya, kemudian membandingkan jumlah

perolehan nilai dari Para Peserta;

e. Penetapan metode evaluasi penawaran untuk pengadaan

barang/pekedaan konstruksi/jasa lainnya. dapat menggunakan salah

safu dari metode evaluasi penawaran tersebut di atas dan harus

dicantumkan di dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultasi

a. Metode evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultansi,meliputi:

1. Metode evaluasi penawaran berdasarkan kuatitas;

2. Metode evaluasi penawaran berdasarkan kualitas dan biaya;dan

3. Metode evaluasi penawaran berdasarkan pagu anggaran'

b. penetapan metode evaluasi penawaftrn untuk pengadaan Jasa Konsultaii

dapat menggunakan salah satu dari metode evaluasi penawaran tersebut
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di atas, dan harus dicantumkan

barang/jasa;

Penetapan metode evaluasi penavraran penyedia barang/jasadilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No.54l2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

d. Penetapan ienis kontrak

ULPiPP sesuai kewenangannya, menetapkan jenis Kontrak Pengadaan

Barang/Jasq Yarg terdiri dari:

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran, sebagai berikut:

a. Kontrak LumPsum;

b. Kontrak harga satuan;

c. Kontrak gabuugan danharga satuan;

d. Kontrak Persentase; dan

e. Kontrak terima jadi (Tumkey)

2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran' yang terdiri dari:

a. Kontrak tahun tunggal yang merupakan jenis konaak yang

pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1

(satu) tahun anggaxan.

b. Kontak tahun jarnak yang merupakan jenis kontrak yang

digunakan untuk Pekerjaan Yang:

1. Penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih dari 12

(duabelas) bulan;

2. Penyelesaian pekerjaan akan melampaui akhir tahun anggaran

dan jangka waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak, paling

lama 3 (tiga) tahun;

3. Merupakan belanja operasional WLnfiatau pelayanan kepada

masyarakat yang harus tetap berlangsung pada pergantian tahun

anggaran.

Kontrak tahun jarnak pada WLIDI ditaksanakan berdasarkan

persetujuan dari Menteri Keuangan. Kontak tahrm jamak pada
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psmerintah daerah-disetujui Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

3. Konfiak berdasarkan tanda bukti perjanjian terdiri dari:

a. Bukti pembayaran yang dapat digunakan untuk pengadaan

tangsung Baning/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp

5.000.000,-0ima juta ruPiah)

b. Kuitansi yang dapat digunakan untuk pengadaan langsung

barangljasa dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh

jutarupiah)

c. Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesaftm yang dapat

digumkan untuk Pengadaan Langsung BaranglPekerjaan

Konstruksi/Jasa Iainnya dengan nilai sampai dengan Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi sampai

dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. surat perjanjian yang aigunakan untuk Pengadaan

tsarang/Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya dengan nilai di atas Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan unttrk Jasa Konsultansi

dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Kontrak berdasarkan sumber pembiayaan, meliputi:

a. Kontrak PembiaYaan tunggal; dan

b. Kontrak PembiaYaan bersama.

penetapan jenis kontrak sesuai ketentuan dalam Perpres No.54l2010,

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Penetapan motode penilaian kualifikasi Penyedia barang/Jasa

a. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan

usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Pelryedia

Barang/Jasa.

b. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) carq yaitu Prakualifikasi atau

' Pur"akualifikasi.

c. prakuatifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilahftan

sebelum Pemasukan Penawaran.
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d. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan berikut i

l. psmilihan Penyedia Jasa Konsultansi;

2. Pemilihan Penyedia Barang8ekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau

3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasd Lainnya yang

menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk pensaganan

darurat.

e. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan

darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran-

f. Proses prakualifikasi menghasilkan:

a. Daftar calon Penyedia Barangpekerjaatr Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. Daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

g. Dalam proses prakuatifikasi, ULP/PP segera membuka dan mengevaluasi

Dokumen Kuatifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.

h. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

setelah pemasukan penawarar.

i. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan berikut:

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan

Kompleks;

b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan

c. . Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

j. ULPIPP dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan

diskriminatif serta di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Perpres

No.54/2010.

k. LILP/PP wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:

a. Meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifrkasi; dan

b. Tidak'meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap

pembukilian kualifi kasi.
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1. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:

a. Sistem Gugur, \rntr* Pengadaan Baraug8ekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya;

b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

D. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

penyqsunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barangfasa

dilaksanakan oleh UlP/Pejabat Pengadaan yang harus memberikan atokasi waktu

yang cu*up untuk semua tahapan proses Pengadaan, tenrrasuk waktu untuk:

1. Pengumuman Pelelangan/Seleksi;

Z. pendaftaran dan pengarnbilan Dokumen Kualifikasi atau Doktrmen

Pengadaan;

3. Pemberian penjelasan;

4. Pemasukan Dokumen Penawaran;

5. Evaluasi penawaran;

6. Penetapan pemenang; dan

7. Sanggahan dan sanggahan banding.

E. Penyusunan Dokumen Pengadaan BaranglJasa

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: Dokumen Kualifikasi dan

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jaqa.

& DokumenKualifikasi

l. Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh UlP/Pejabat

pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

2. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

b. Formulir isian kualifikasi;

c. Instruksi kcpada peserta, termasuk tata cara penyamlalan Dokumen

Kualifikasi;

d. Lembar data kualifikasi;

e. Pakta integritas; dan
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b.

f. Tatacaraevaluasi kualifikasi.

3. Untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kuatifikasi

disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan'

4. Standar dokumen kualiflkasi Penyedia Barangflasa dapat menggunakan

standar dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing WLtDtl

berdasarkan standar dol<umen yang dikelumkan oleh LKPP.

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Dokumen Pemilihan Penyedia Barangfiasa, paling kurang terdiri atas:

1. Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia BarangAasa;

2. Instmksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasq

3. Syarat-syarat umum Kontrak;

4. Syarat-syarat khusus Kontrak;

5. Daftff kuantitas dan harga;

6. Spesifrkasi teknis, KAK dan/atau gambar;

7. Benfuk surat Penawaran;

8. Rancangan Kontrak;

9. Bentuk Jaminan; dan

10. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

PPK menetapkan bagtan dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri

atas:

l. Rancangan SPK; atau

2. Rancangan surat perjanjian termasuk:

a. Syarat-sYarat umum Kontrak;

b. Syarat-syarat khusus Kontak;

c. Spesifikasi telmis, KAK danlatau gambar;

d. Daftar kuantitas dan harga; dan

e. Dokumen lainnYa.

3. Harga Perkiraan Sendiri GIPS).
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:
Penetapan Spesifikasi Teknis Barangilasa

Dalam proses penyusunan rencana umum Pengadaan Bmangfasa, PA

menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berikut Spesifikasi

Teknis Barang/Jasa yang akan diadakan.

1. Ketenfuan Umum Penyusunan Spesifikasi Teknis Barangflasa.

&. Spesifikasi teknis adatah persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh

penyedia barang/jasa danJatat pelaksana swakelola, dalam

melaksanakan pengadaan barang/jasa yang meliputi: barang,

pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya;

b. Dalam menyusun dan menetapkan spesifrkasi teknis barang/jasa,

dilarang mencantumkan kriteria tertentu yang bersifat diskriminatil

sehingga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara

penyedia barang/jasa dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

c. PPK menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, dengan melakukan

kaji ulang terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PA,

dan lebih memerinci dan menyesuaikannya dengan persyaratan

/ketentuan barang/jasa yang diperlukan/yang akan diadakarU serta

pertimbangan terhadap kondisi nyata dilapangan;

d. Apabila diperlukan, PPK dapat mengusulkan perubahan spesifikasi

teknis barang/jasa yang akan diadakan/dilaksanakan kepada PA

untuk ditetapkan.

2. Spesifikasi Teknis Untuk Pengadaan Barang meliputi:

a. Macam/jenis barang, ukuran/dimensilkapasitas, fungsi/ kegunaan,

. cara memproduksi/pembuatan barang, materiaV bahan yang

diguoakan, standar mutu yang butuhkan, dan lainnya yang terkait;

b. Cara pengangkutan, cara penggunaan/pemanfaatan/ memfungsikanl

mengoperasikan termasuk cara pemeliharaan dan/atau penimbunan/

penyimpanan barang dan lainnya yangterkait;

c. Apabila diperlukan, persyaratan untuk melakukan pelatihan tentang

cara pengoperasian/penggunarm barang yang akan diadakan'
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3. Spesifikasi Teknis Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. PenggUnaan bahan/material untuk pekerjaan konstnrksi, cara

pemasangar/pelaksanaan pekerj aan konstruksi, persyaratan/ standar

mutu hasil pekerjaan, dan lainnya yang terkait;

b. Cara pemanfaatan/penggunaan/pengoperasian hasil pekerjaan

konstruksi, terrrasuk cara melakukan pemeliharaan pekerjaan

konstruksi, dan lainnya yang terkait;

c. Penerapan manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada

proses pengadaan pekerjaan konstruksi.

4. Spesifikasi Teknis Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi:

a. Persyaratan minimal pendidikan formal dari tenaga ahli sesuai

dengan bidang keahlian yang dibutuhkan;

b. Persyaratan tentang lamanya pengalaman dalam melaksanakan

pekerjaan yang sejenis dengan bidang keahlian yang diperlukan dari

masing-masing tenaga ahli.

5. Spesifikasi Teknis Untuk Pengadaan Jasa Lainnya meliputi: Standax

mutu yang dihasilkan, penggunaan bahan/material yang digunakan,

pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan yang sejenis/sesuai dengan

yang akan dilaksanakan, standar pencapaian target yang ditetapkan dan

tainnya yang terkait.

e. ULP/PP menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sesuai

ketentuan dalam Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

F. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (mS)

a IIPS merupakan total harga yang diperkirakan cukup untuk membiayai

pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa dan

ditetapkan oleh?PK, kecuali unhrk Kontes/Sayembara

b. 1LP/PP mengumumkan nilai total HPS berdasarkan IIPS yang ditetapkan

olehPPK.

c. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia-
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Nilai totat IIPS sebagaimana tersebut di atas adalah hasil perhitungan selurutr 
i

volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan selurtrh

beban pajak dan keuntungan.

IIPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas

aktrir pemasukan penawaran

Dalam proses pemilihan penyqdia barang/jasa, ULP/PP menggunakan IIPS

sebagai:

1. Alat untuk menilai kewajaran harga penawamn termasuk rinciannya;

2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstrukstllasa Lainnya dan Pengadaan

Jasa Konsultansi yang menggunakan metode evaluasi PagU Anggaran;

3. Dasar untgk menetapkan besaran nilai Janrinan Pelaksanaan bagi

penawaran yang nilainya lebih rendah dari &0% (delapan puluh

perseratus) nilai total IIPS.

IIPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara-

Penyusunan IIPS didasarkan pada data harga pasar setempa! yang diperoleh

berdasarkan hasit survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan

mempertimbangkan informasi yang meliputi :

1. Infonnasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan

Pusat Statistik (BPS);

Z. Informasi biaya s?tuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi

terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungiawabkan;

3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor

tunggal dan instansi yang berwenang;

4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan

mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

5. Inflasi tahun sebelumnyg suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank

Indonesia;

6. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenislbaik yang dilakukan dengan

instansi lain mauPun Pihak lain;
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7. Perkiraan perhitungao biaya yang dilaktrkan oleh konsultan perencana

(engineer' s estimate);

8. Norma indeks; dan/atau

9. Infonnasi lain yang dapat dipe,rtanggungiawabkan.

IIPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang

dianggap wajar, antara lain untuk kebutuhan dalam penerapan manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penerapan manajemen mutu.

Komponen biaya dalam penyusunan IIPS

a. I{PS untuk Pengadaan Barang yang terdiri daxi beberapa

unsur/komponen biuY q meliPuti:

1. Biaya untrrk barang yang akan diadakan;

2. Biaya untuk pemasatrgan (termasuk untuk komponen peralatan yang

digunakan);

3. Biaya untuk transportasi, termasuk untuk transportasi lokal dan

pemindahan barang (apabila diperlukan);

4. Biaya untuk asuransi barang dan tenaga kerja yang diperlukan;

5. Biaya unttrk pelatihan cara pergoperasian/penggunaan dan cil1il.

pemeliharaan (apabila diperlukan);

6. Biaya untuk pajak yang wajib dibayar/yang menjadi tanggungannya

(PPn);

b. tIpS untuk Pengadaan Pekerjaan Konstuksi yang.terdiri dari beberapa

unsur/komponen biaYa, meliPuti:

1. Biaya untuk pekerjaan persiapan, yang meliputi:

L Mobilisasi peralatan/tenagakerja;

b. Pemasangan Papan ftuna ProYek;

c. Pengadaan gudang bahan/barakkerja;

d. Pembersihan lapangan yang bersifat ringan (clean up);

e. Penyiapan akses jatan menuju lokasi pekerjaan (apabila

diperlukan).

2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, Ymg meliputi:
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a.Biaya mtuk melaksanakan pekeriaan b郎蜘雌1,dibimg

berdasarkan vol嚇 llm■lah Selw山 item pekttaan yang Ⅲ

dilaksanakan temasuk Шtt pembersihan lapangadand

dearing cap出■a diperlukan3 d雛 h諄 Satuan pёЦ aan mmk

masmg‐masmg ltem peketta田ち

b.Biaya unm melaksanakan pё kttaan kOndsisudah temasuk

untdk penerapan mallaJemell K3 Kondsi dan biaya un融

pemeliharaan pckelaan bnsud samptt dengan ttanan

serahtenma akhirpekeFiaan Cinal Hand OveF/FHO)

c.  IIIPS un慣』く Pengadaan Jasa Konsultansi yang terdiri dari bebtta

msur/komponen biaya,IIleliputi:

1. Biayalangsllllgpersod cremmesil

a Biaya untuk pengadaan tenaga ahli oFOfeSSional鋼 ,asiSten

tenaga ahli(sub prOおSdonal stan dan tenaga pendug

(supp6rting stao;

b.Biaya langsullg personil Hlhimg berdasarkan jШ dah orang‐

bultt cman‐II10nthl dari lllasing‐ Elasing tenaga ahli,asisten

temaga ahlち dantenaga pendug yang diperltn;

c.Harga samn untuk biaya tenaga ahli,asisten tenaga ahli

ditentan berdasarkan tinnt pendidikan dan lamnya

pengdalnm sesШ  Ыdang keablian masing lllasing tenaga abli,

dan mengikuti harga pasar。

2.Biaya langsmg llon personil

a.Biaya langsmg IIon personil,merupakan biaya und kebuman

pe巧alallan dinas,biaya Ш国にsewa kendaraan,sewa鰤 雌 ,

penggandaan domtt biaya penglmman dokmeL biaya un趾
´
komunikasi;

b.  Biaya langsung non personll dihimg berdasarkan hasil

identinasi tem kebuman bttasち yang mempakan

kebumanド dattt dan balilan yang dゎ erl遣触 unm

mendug pdaksanaall pekttaan layanan jasa konsultansi
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seperti yang tercantum dalam KAK, termasuk untuk kegiatan

dan kebutuhan bahan serta peralatan yang bersifat lumpsum

danlatau at cost"

d. HPS untuk Pengadaan Jasa Lainnya

1. Komponen biaya untuk pengadaan jasa lainnya, meliputi:

a. Biaya pengadaan balran/material yang diperlukan, termasuk

untuk Peralatan bantu kerjq

b. Biaya pengadaan tenaga/upah kerja termasuk gntuk tenaga

teramPil Yang diPerlukan;

Z. Prestasi kerja/target pekerjaan yang harus dilaksanakar/diselesaikan,

dapat dihitung atas dasar sebagai berikut:

a- Jumlah persatuan luas (m2) untuk ruaogan kantor/ bangunan

yang harus disetesaikan dalam sehari setama 1 (satu) tahu

anggaran atau 12 (dua belas) bulan, dengan kriteria/persyaratan

teknis yang ditetapkan. sebagai contoh: pekerjaan layanan

peirbersihan numg kantor (cleaning service);

. b. Layanan untuk kebutuhan 1 (satu) orang per-hari, untuk

sejumlah orang yang harus dipenuhildilayani, selarta 1 (satu)

tahunanggaranatau|2(duabelas)bulan,dengan
kriteria/persyaratan teknis yang ditetapkan. Sebagai contoh:

pekerjaan layanan pengadaan makanan 6asa boga) untuk

kebutuhan rumah sakit pemerintah'e

D. Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa

Datam kegiatan proses pengadaan barang/jasa terdapat sejumlah prinsip

ymg harus dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan proses pengadaan

brang/jasa

Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006) mengemukakan

bahur; prinsip umum pengadaan barang / jasa pemerintatr antara lain :

{ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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l. Transparansi =

2. Ekonomis

3. Efisiensi dan tepat waktu (timelines)

4. Keadilan (faimess and equity)

Kegagalan terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan di atas

mengindikasikan kemungkinan terjadiya korupsi atau pra}1ek kecurangan

(&audulent practices) yang biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau

kesalahan dalam mengungkapkan fakta (misrepresentation of facts).

Sedangkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur

dalaur Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah :

1. Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana

dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditAapkan dalam waktu

sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungiawabkan.

2. Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebufuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Terbtrka dan Bersaing

Berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang

memenuhi persyaratan dau dilakukan melatui persaingan yang sehat di antara

penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syaratlkriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yangjelas dan transparan.

4. Transparan

Berarti semua ketentuan dan inforrrasi mengenai pengadaan barang/jasa

termasuk syarat teknis administasi pengadaaa tata cara evaluasi, hasil

evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa' sifatnya terbuka bagi peserta

penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada

umunnya.
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5. Adil dantidak diskriminatif

Berarti memberikan perlakuan yang sarna bagi semua calon penyedia

barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak

tertenfu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Akuntabel

Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi

kelancaran pelaksanaail tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat

sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan

barang/jasa.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektil tansparaq

keterbukaarU bersaing, adiUtidak diskrimioatif dan akuntabel akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barangfasa. Sebab, hasilnya

dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis

dan keuangan

A- 'lYanprestasi dan Akibat Hukumnya

Istitah wanprestasi pada bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk.

Sedaogkan R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan .1mtuk menterjemahkan

perkataan wanpres1asi itu digunakan istilah ketiadaan pelaksanaan perjanjian'-4s

Namun demikian dalam penulisan selar$utnya tetap digunakan istilah wanprestasi.

R Subekti membagi 4 (empaQ macem wanprestasi itu bagi seorang debitur,

yaito:

l. Tidak metakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Z. Melaksanakan apa yang dijanfikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

3. Melakukan apa yang dijaqiikan tetapi terlambat.

1. Melalukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya'a6

Tiga macam wanprestasi yang P!r!1a biasanya terjadi Pada,Perikatan

(perjanjian) untuk memberikan sesuahr atau melalnrkan sesuatu. Sedangkan

o'R. Subekti., Hularm Perianjian,Hal. 53.
* R. Subekti., Hukum Perianiian, HaL 53.
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macarn wanprettsi yang keempat te13adi dalaln pcrlkatan oe■ anJlanh Ⅷ山よidak

mcl江ktkan sesuatu. Pembagian wanprcstasi seperti di atas memang agak lebih

tcrperlnci.Biasanya untuk wanprestasl yang pcrtama dan keempat digabllngkan

menJadi satu,yaltu``idak memenuhi prestasi saIIla sekali''。 Sehingga kitajumpal

tiga macalln wattrestasi:

1.TidakIIlcrКnuhi pttaniian Sama sekali

2.Tcdambat memenuhi peJaniiall

3.Memcnuhi prcstasi sccara tidak baik atau tidak semp― a/.

Dalaln hukum perkatm ada dikena1 4(empath akibat wanprestasi,seperti

yang terdapat di bawah ini:

1.  Me面 bayar ganti rugi;

2.Mcmbatakan atau memuttskall peゴ aniian;

3.  Peralihan resiko;

4.  Membayar biaya perkara pengadilan.

Akibtt wanprestasi yang dilよ 燎an dalanl suatu p可 珂 ian akan

mcnanggung scgala alcibat hukm yallg diatur pada hukum pcrdata dan Acara

Perdata.Hd ini tlah diterallよ 鑢 di atas bahwa suatu pelantian yang sah akan

lnengikat bagi para pihak sebagaimm suatu undang― mdang bagi mereka unは

こlaksanakan.Akibtt adanya wanprestasi ini maka Pihak Pertama ttau Pihak

Pengguna Barang/Jasa daptt menuntut kepada Pihak Penyedia B鐵 到ノJ観

sepcrti yang telah disebutkan diatas.                                、

Jika teゴadi WttreStti maka Pihak Pemma/Pcnggma terlebih dahulu

mcmberikan tcguran agar PIhak Penyedia Barang/Jasa llllelnenuhi kewttibannya

scbagallnana yang“ lah di藤可珂 ikan dalam waktu yatt layak.Jika setelah ada

tcguran tetapi tetap mengabaikan pemgatan tersebut,maka Pihak Penyedia

Barang/Jasa dianggap telah melakukan wanprestasio Scn3kCta yang teゴ adi antara

Pemcrintah yang diwakili Pqabat Pembuat Komimen cPD dengan Penyedia

Barang dan Jasa m― ya akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Pada dasamya setiap p可 珂 ian yang dibuat para pihak harus dap江

dilaksanakan dengan sukarela atau etikat baik,nanllln dalarn kenyatttmya kontrak

)ang dibuatnya se五ngkali dilanggar.Pesodannytt bagaimanakah cara
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pcnyclesaian serdに ett yttg te3adi diantara para pihak.Sec観 ,■mdiS pola

penyelesdan sengcta dapat dibagi mcnJaditigamacaln,yaltu:

1.Melalui pengaduan

2.Altematifpenyelesdan sengketa

3.Musyawarah.

Penyelesdan sengkcta pengadaan barandaSa pemerintah telah dimngkan

dalaln Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada Pasa1 94 yang menyebutkan bahwa

penyelesdan scnょ eta atau perseisihan antara Penlel血曖l dan Penyedia Barang

dan Jasa didahulukan dengan musyan7arah und mufakat,jika lnllsyawarahm億

mufakat gagal maka dilakukan dengan cara arbitrase dan И′たr饉
"eD′
平ンγた

Resο′″″ο″. Setelah gagal kedua cara tadi maka penyelesaian secara ligitasi atau

dimuka pengadilan。

Penyelcsdan sctteta melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesdan

sengketa yang teJadi antara para pihak yang disetsaikan olch pengadilan.

Putusannya bersifat mengikat。

Sedallよ鑢penyclesdan scnょeta IIleldui altematif penyelesdan sengketa

(AD]D adalah lcmbaga pervelesaian sOngketa atau beda pcndapat melalui

prosedur yang disepakati para pihよ ,yakni pcnyelcsaian diluar pengadilan dengan

cara konsultasi,negoisasi,mediasi,konsiliasi,atau penilaiall abli casa1 l ayat

(10))Undang― Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesdan scngkcta

melalui ADR dibagi mettadi lima cartt y江 如 :Konsultasi,Ne30iSasi,Mediasi,

Konsiliasi atau Pcnilaian Hukum.47

Pada dasamya pcnyelesaian secara lllllSyaWarah/mufakat adalah

penyelesttan yallg sangat sesuai dengall kultur``Oralllg Timw"。 Nanllln derrllkian,

ada l(Satu)hal yang mungkin sangtt sul■ Ш tt mewuJudkan tercapainya

rnllsyawarah/mufakat dalaln suatu sengketa.Hal tersebut adalah para pihak pada

mumnya menganggap remeh hal―hal yang kelihatamya sangat sepele.Jusm hal‐

hal yang dianggap sepele olch satu pihak,malah dianggap hal yang脚鴫at

mcteril,oleh pihak lainya.Selain imら hal― hal sepele tersebut apabila tidak scgera

47 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrah Sinar Grafikq

Jakarta 2003, hal. 140.
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diselesaikan, akan berakibat pada membesarnya masalah osepele' tadi, maka

terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah

mufakat.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di tuar pengaditm dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penerapan penelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah

dengan cara Alternative Dispt$e Resolution dapat diterapkan dengan cara bahwa

dalarn setiap kontak pengadaan barang dan jasa pada klausula penyelesaian

sengketa disebutkan bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya dilakukan

dengan cara Alternative Dispute Resolfiion setelah musyawarah mufakat gagal

dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa dengan Alternative Dispute Resolution memberikan

beberapa keuntungan antara lain penghematan waktu penyelesaian sengketq biaya

muralU dan keputusan win'win solution.'

F.Risiko Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar kata "Risiko"

dan dipakai dalam percakapan sehari-hari oteh kebanyakan orang. Risiko

merupakan bagran dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Risiko

dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat msngancam

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada umumnya hampir setiap pelrerjaan yang dilakukan pasti memiliki

risiko. Risiko yang ada tersebut pada dasanrya sesuatu hal yang sifatnya tidak

pasti. Oleh karenanya manusia mencari cara agar ketidakpastian itu berubah

meirjadi suatu kepastian.

Pada kesempatan;1 Penulis akan membahas Risiko-Risiko yang terjadi

&lam pelaksanan pengadaan barang/jasa. Yang dimaksud dengan resiko ialah
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"Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar

kesalahan salah satu pihak".a8

Persoalan resiko ini berpangkal atas terjadinya suatu peristiwa di luar

kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, atau juga disebut resiko

itu adalah buntut dari suatu keadaan yang memaksa.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini sangatlah rawan

terhadap penyimpangan. Terdapat potensi penyimpangan yang hendaknya

dikenali oleh para pelaku pengadaan maupun para auditor, mulai dari proses

perencanaan sarrrpai dengan pemanfaatan

hasil pengadaan.

Dengan mengenali "lubang" tersebut, para pelaku pengadaan diharapkan

lebih berhati-hati agar tidak terjebak pada praktik menyimf'ang yang dapat

merugikan diri sendiri maupun bangsa dan negara.

Seperti yang sudah Penulis jelaskan diatas bahwa Perjanjian kerja

merupakan landasan kerja bersama antara para pihak yaitu pihak penerima

barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa. Namun demikian, tidak jarang

perjanjian yaog telah disepakati tersebut justru menimbulkan perselisihan

dikemudian hari. Jika demikian, maka harus dipastikan apakah sudah benar dan

amankah pelaksanaan perjanjian keda yang telah disusun sesuai dengan

peraturan-peraturan yang bertaku?

Olehkarena ltrr, maka. dalam pelaksanaan pengadaan barangljasa

Pemerintah haruslah didukung dengan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang

profesional dan mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan

barang/jasa serta tata nilai dan etika yang harus dipeuuhi oleh para pihak agar

diperoleh barang/jasa yang berkualitas, efisien, terbuka dan kompetitif.

proses petaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ini merupakan

seluruh pengadaan barang/jasa yang pembiyaannya baik sebahagian maupun

seluruhnya berasal dad APBN/APBD. Segala pembiayaan yang

dikeluarkan/digunakan dalam pengadaan barang/jasa i"i iOatatt bertujuan untuk

mencapai kepuasan dalam pelayanan Publik, oleh karena itu dalam

* 
R. Subekti., op. Cit,Hal. 59
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pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak terjadi

penyimpangan-penyimpangan.

Secara unum, adapun indikator Risiko dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa ini adalah sebagai berikut :

1. Kebuhrhan atas barang / jasa yang bersifat mendesak

2. Penyedia atas barang / jasa yang dibutuhkan jumlahnya sangat terbatas

3. Barang / jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar

4. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak disusun secara baik dan tepat waktu

5. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak dapat direalisasikan

6. Rencana pengadaan barang / jasa tidak memperhitungkan kenaikan harga

yang signifikan

7. Rencana pengadaan barang / jasa tidak mempertimbangkan ketersediaan

barang I jasa yang dibutuhkan Pada poin 1-3 diatas adalah merupakan

indikator Risiko utama dalam pelaksanaan pengadaan barangr'jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini secara spesifik dapat Penulis

uraikan bahwa masing-masing para pihak ( pihak pengguna dan pihak penyedia )

memiliki Risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Adapun Risiko yaog

mungkin terjadi bagi para pihalq adalah sebagai berikut :

A. Bagi Pihak Pertama :

a. Jika penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sampai habisnya masa

berlaku Jaminan PembaYaran

Hal ini merupakan Risiko, karena untuk memenuhi Langkah Akhir Tahun

Anggaran, pembayaran sudah dilakukan kepada Penyedia BarangAasa

dengan menggunakan Jaminan Pembayaran. ASLI Jaminan Pembayaran

disimpan oleh Kepala KPPN dan PPK tidak memiliki akses langsung atas

Jaminan tersebut.

Di sisi lain, masa klaim jaminan hanya 30 (tiga puluh) hari kalender

dimana jika masa itu terlewati, maka jaminan kadaluarsa dan collateral

sepenuhnya kembali menjadi hak Penyedia Barangflasa

b. Sanksi bagi Kuasa PA yang tidak menyatakan wanprestasi (Pasal 18 ayat

(3)) maupun tidak bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan DIPA tahun
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:
ringgaran berikutnya (Pasal 18 aya(4) diatur dalam Pasal 18 ayat (5) yaitu

dilaporkan ke Unit Perneriksa lnternal (InspektoraQ Kemeoterian

bersangkutan dan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangUnan

(BPKP).0'

c.'Harus memastikan bahwa Penyedia Barangflasa mampu menyelesaikan

pekerjaan dalam batas waktu keterlambatan. PPK harus secara rutin dan

tegas memantau rencana yang sudah dibuat oleh Penyedia Barangfiasa

berjalan sesuai yang diharapkan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa PPK

tidak boleh gagal dalam mengendalikan pekerjaan

d. Kontral</perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan petunjuk/aturan yang

ada dalam proses pelaksanaan pengadaan barangljasa Pemerintah

e. Penyusuran rencana pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan

selama periode anggaran kerja dan tidak dapat direalisasikan secara tepat

waktu

Risiko bagi pihak Penyedia:

Pasokan barang/jasa sulit diperoleh/tidak tersedia

Penyedia barang/jasa tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan dalrm kontrak atau

surat perjanjian kerja ( SPK )

Kualitas dan/atau kuantitas barang yang diserahkan kepada pihak

penerima/pengguna kurang lengkap, kurang baik/cacat padahal pihak

penyedia awalnya sudah memperoleh/memesan barang/jasa masih datam

keadaan baik/lengkap sehingga pada saat pendistribusian barangljasa

ketempat tujuan menjadi kurang baik/lengkap.

Secara khusus pada jenis kontrak Lump Sum bahwa harga tidak bisa

berubah-berubah ( sudah tetap dan pasti ) apabila tiba-tiba ada kenaikan

harga dan upah selama pelaksanaan pekerjaan, kecuali apabila terjadi

tindakan/kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang Moneter yang

diumumkan secara resmi dan diatu dalam Peraturan Pemerintah khusus

untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan dan segala kemtrngkinan risiko-

・ Pcrdirien Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012

a.

b.

d.
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risiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya

menj adi tanggung j awab penyedia barangtj asa

Adanya biaya-biaya yang tidak terdug4 seperti pungli-pungli terhadap

pemuda setempatpemeftlsan, dan sejenisnya.
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BAB. V

PEIIUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua uraian yang Penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian

dilapangan, dapatdiambil suatu kesimpulan bahwa :

l. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barang/jasa antara Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dengan CV. Sekawan

. Jaya khusus dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (AT$ secara umum telah

terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya itikad baik dari kedua

belah pihak yang terkait dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan

kewaj ibannya masing-masing;

2. Sistem pengadaan bamngljasa yang digunakan adalah dengan melalui

pemilihan Penyedia Barang/Jasa (pihak ketiga), metode pengadaan yang

digunakan adalah pengadaan langsung, jenis kontrak yang digunakan adalah

kontrak Lump Sum (LS)

3. Pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barang/jasa antara Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Dengan CV. Sekawan

Jaya ditakukan melalui 3(tiga) tahaF yaitu melakukan pengadaan langsung

terhadap penyedia barangljasa, membuat dan menandatangani perjar{ian

secara tertulis serta pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barang/jasa

dilaksanakan dalam jangka waktu 25 haikalender
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B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Penulis memberikan Saran agar

sosialisasi/diklat mengenai proses pengadaan barang/jasa lebih ditingkatkan

sehingga para pihak khususnya pihak pengguna/penerima barang/jasa dapat lebih

memahami prosedur pelaksanaan perjanjian kerja atas pengadaan barang/jasa

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturanlketentuan yang ada agar tidak

terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan kedua belah pihalq yang

pda akhimya pihak Pemerintah/Pihak Pengguna bisa memberikan contoh yang

baik kepada pihak penyedia/pihak lain.

Perlu juga lebih ditingkatkan kerjasama antar kedua belah pihak, baik dari pihak

penyedia maupun pengguna barang/jasa dalam mekanisme dan proses

pengawasan, monitoring serta evaluasi.
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